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RINGKASAN 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan 

kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap perseroan yang bergerak atau 

berkaitan dengan sumber daya alam. Salah satu perseroan terbatas yang bergerak 

di bidang sumber daya alam adalah perusahaan pertambangan mineral dan batu 

bara. Kewajiban ini belum dijalankan oleh semua perusahaan yang bergerak atau 

berkaitan sumber daya alam khususnya perusahaan pertambangan mineral dan 

batu bara. Ada beberapa perusahaan pertambangan yang diduga tidak 

menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sehingga menimbulkan 

keresahan dan konflik terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Berkaitan dengan 

hal tersebut, dalam skripsi diangkat dua rumusan masalah sebagai berikut: 

pertama, bagaimana tanggung jawab hukum terhadap Perseroan Terbatas yang 

bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang tidak melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; kedua, apakah upaya yang dapat 

ditempuh masyarakat apabila Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang 

pertambangan mineral dan batu bara tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan. Tujuan Penulisan Skripsi ini terbagai menjadi dua, yaitu : tujuan 

umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi salah 

satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Jember. Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: pertama, untuk  mengetahui tanggung jawab hukum bagi Perseroan 

Terbatas yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang tidak 

melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; kedua, Untuk 

mengetahui upaya yang dapat ditempuh masyarakat apabila Perseroan Terbatas 

yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara tidak melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.  

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

yang di dalamnya digunakan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-

undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Sedangkan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, 

sekunder dan bahan non hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

Untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, 

penulis menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu cara melihat 

suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat 

khusus, untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. 

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini menjelaskan bahwa perseroan 

terbatas yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang tidak 

melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  akan 

menimbulkan kerugian pada masyarakat lingkar tambang. Perseroan terbatas 

tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar kewajiban 

yaitu dengan : pertama, perusahaan tambang harus menyusun atau membuat 

program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimulai dari tahap perencanaan 

berupa :menyusun rencana  induk Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat 

(PPM); menyusun rencana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 
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tahunan; menyusun anggaran biayanya; dan menyusun Standard Operating 

Procedure (SOP), dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan 

realisasi. Semua prosedur mulai tahapan penyusunan rencana, tahapan 

pelaksanaan, hingga tahapan pelaporan telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  No. 41 tahun 2016 tentang 

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batu bara. Kedua, Perusahaan tambang yang telah 

melanggar kewajibannya dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata tiap perbuatan 

melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, harus mengganti 

kerugian tersebut. Perusahaan tambang  harus mengganti rugi atas hak atau 

keuntungan yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Masyarakat lingkar 

tambang sebagai pemilik hak juga dapat melakukan upaya hukum yang bertujuan 

untuk menerapkan sanksi bagi perusahaan tambang yang tidak melaksanakan 

kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Upaya hukum yang dapat 

dilakukan masyarakat lingkar tambang yaitu sebagai berikut : pertama, upaya 

hukum administratif dengan cara melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh 

perusahaan tambang kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan 

yaitu Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri; kedua, upaya hukum perdata 

dengan menggugat perusahaan tambang yang tidak melaksanakan  Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan atas dasar perbuatan melawan hukum. gugatan 

yang diajukan ke pengadilan adalah gugatan perwakilan kelompok dikarenakan 

kerugiannya yang berdampak  pada orang banyak bukan individu.  

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: pertama, Tanggung jawab 

Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara 

yang tidak melaksanankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu : 

perusahaan tambang harus menyusun atau membuat program Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan dan Perusahaan tambang yang telah melanggar 

kewajibannya, harus dapat mengganti kerugian atas hak atau keuntungan yang 

seharusnya diterima oleh masyarakat. kedua, masyarakat lingkar tambang dapat 

melakukan upaya hukum atas pelanggaran perusahaan tambang yang tidak 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat yaitu: upaya hukum administratif dan upaya hukum 

perdata. 
Saran dari penulis terkait pembahasan skripsi ini adalah pertama, 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal sebagai pembuat kebijakan 

dan yang berwenang mengawasi dan memberikan sanksi harus dapat bertindak 

tegas kepada perusahaan pertambangan yang sengaja tidak melaksankan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kedua, Masyarakat sebagai pemilik hak 

juga harus diperhatikan dan diajak berpartisipasi dalam penyusunan program 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sehingga masyarakat juga dapat turut 

mengawasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terdiri dari 34 

provinsi. Pembangunan di Indonesia masih belum merata, pembangunan masih 

terpusat di beberapa kota besar seperti : Surabaya, Jakarta, Makassar, dan 

sebagainya, dan masih belum bisa dirasakan oleh beberapa kota atau wilayah yang 

terdapat di pelosok negeri. Hal ini menyebabkan terjadinya kesetimpangan, 

banyak dari penduduk Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan. Merujuk 

data dari Badan Pusat Statistika pada bulan September 2016, jumlah penduduk 

miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis 

Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen)1. 

Permasalahan kemiskinan yang terjadi ini dapat diselesaikan dengan adanya 

kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan 

pemerataan pembangunan di Indonesia. 

Pelaku usaha yang dimaksud disini ialah perusahaan khususnya 

perseroan terbatas, baik itu merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Perusahaan-perusahaan inilah 

yang akan memberikan peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah 

melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia, peran tersebut dapat dilihat 

dalam buku Totok Mardikanoto sebagai berikut:2  

a. Produksi 

Produksi adalah upaya atau kegiatan untuk menambah nilai pada 

suatu barang. Arah kegiatan ditujukan kepada upaya-upaya 

pengaturan yang sifatnya dapat menambah atau menciptakan 

keguanaan (utility) dari suatu barang atau mungkin jasa. Pada 

hakikatnya kegiatan produksi akan dapat dilaksanakan bila tersedia 

faktor-faktor produksi, antara lain yang paling pokok adalah 

orang/tenaga kerja, uang/dana, bahan-bahan baik bahan baku 

maupun bahan pembantu dan metode. 

b. Distribusi 

Distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang 

dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan 

                                                             
1 Badan Pusat Statistik,  2016,  Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2016, diunduh 

dalam https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1378,  diakses pada 08 mei 2017. 
2 Totok Mardikantoro, Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial 

Korporasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.8. 
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manusia. Dalam proses penyaluran tersebut maka terdapat 3 fungsi 

yaitu : fungsi pertukaran, fungsi penyediaan fisik, dan fungsi 

penunjang. Maka  dari itu, kegiatan distribusi tentunya 

membutuhkan pelaksana kegiatan dalam bentuk sumber daya 

manusia atau tenaga kerja. 

c. Peran dalam menciptakan Lapangan Kerja dan Pendapatan  

Hadirnya perusahaan di tengah-tengah masyarakat memberikan 

kontribusi riil akan salah satu permasalahan nasional yaitu 

pengangguran. Perusahaan menggerakkan masyarakat yang berada 

di sekitar perusahaan untuk melakukan aktivitas yang bersifat 

produktif yaitu bekerja. Secara langsung maka peran perusahaan 

adalah berhubungan erat dalam menciptakan stabilitas 

perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. 

d. Peran tanggung jawab sosial dan lingkungan 

Khusus untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ada 

yang disebut dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan 

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan 

guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 

bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat pada umumnya. 

 

Berdasarkan beberapa peran perusahaan diatas, penulis berminat untuk 

membahas lebih dalam mengenai peran tanggung jawab sosial dan lingkungan.  

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenal dengan istilah Corporate Social 

Responsibility (CSR) di dunia internasional. Pengertian Corporate Social 

Responsibility (CSR) menurut World Business Council For Sustainable 

Development (WBCSD) yaitu sebagai berikut:3 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen bisnis 

untuk berkonstribusi terhadap pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, keluarga mereka, 

masyarakat setempat, dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) di setiap negara berbeda, karena 

disesuaikan dengan budaya di negara masing-masing. Di Indonesia, Corporate 

Social Responsibility (CSR) dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan 

lingkungan, hal ini berdasarkan pada Pasal 1 Angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. Istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan juga 

terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab 

                                                             
3 Ibid, hlm.95.  
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Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pelaksanaan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan di Indonesia merupakan suatu kewajiban bagi perseroan terbatas, 

tidak sebagaimana pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang pada 

umumnya bersifat kesukarelaan. Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan di Indonesia akan mengakibatkan adanya sanksi bagi perseroan 

terbatas yang tidak melaksanakannya, hal ini tidak sama dengan Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang tidak terdapat adanya sanksi karena bersifat 

kesukarelaan. Perbedaan istilah dan pengaturan antara Corporate Social 

Responsibility (CSR) secara umum dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

membuat penulis untuk menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan 

lingkungan dalam penulisan skripsi ini. 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dimiliki oleh setiap perseroan 

terbatas sebagai subyek hukum, hal didasarkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah 

No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan 

Terbatas. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan juga merupakan 

kewajiban bagi perseroan yang bergerak atau berkaitan sumber daya alam, hal ini 

didasarkan pada  Pasal 74 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas.  Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan juga 

diperuntukkan bagi perseroan yang didirikan atas Penanaman Modal Asing 

(PMA) hal ini didasarkan pada Pasal 15 Huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal. 

Perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam salah satunya 

adalah  perseroan pertambangan mineral dan batu bara. Kewajiban pelaksanaan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perseroan pertambangan mineral dan 

batu bara juga telah diatur dalam Pasal 95 Huruf d dan Pasal 108 Ayat (1) UU No. 

04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Perseroan 

pertambangan wajib untuk menyusun program dan melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Tujuan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

pada usaha pertambangan agar masyarakat juga dapat menerima manfaat secara 

ekonomi dan sosial sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal 

ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

yang menyatakan bahwa: 
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Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perseroan pertambangan 

menuntut perusahaan untuk tidak hanya mengutamakan kepentingan finansial atau 

keuntungan saja, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan 

masyarakat sekitar perusahaan tambang.  Kewajiban Pelaksanaan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan ini masih belum dijalankan oleh semua perusahaan 

pertambangan, ada beberapa perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan sehingga menimbulkan keresahan dan konflik terhadap 

masyarakat sekitar perusahaan. Salah satu perusahaan tambang yang belum 

menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan  yaitu PT. Sumber Batu 

Cakrawala (SBC), perusahaan yang beroperasi sejak 1996 di Desa Pardasuka, 

Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan dan bergerak dibidang 

pertambangan batu ini belum memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

kepada masyarakat lingkar tambang sehingga masyarakat tidak menerima dampak 

positif akan adanya perusahaan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana berikut:4  

Potensi alam yang dimiliki Kecamatan Katibung benar-benar kaya. 

Bagaimana tidak, sekitar 40 perusahaan pertambangan batu berdiri di 

kecamatan yang berbatasan dengan ibu kota Provinsi Lampung itu. 

Namun sayang, kekayaan sumber daya alam itu tidak dinikmatin oleh 

warga sekitarnya. Salah satunya adalah perusahaan pertambangan batu 

PT. Sumber Batu Cakrawala (SBC) di Desa Pardasuka, Kecamatan 

Katibung. Bahkan perusahaan ini terancam ditutup. Pasalnya, 

Tanggung jawab sosial dan liingkungan untuk warga sekitar tidak 

pernah disalurkan. 

Kesejahteraan masyarakat sekitar ternyata masih tidak diperhatikan 

oleh perusahaan yang mengeruk keuntungan diwilayah Katibung. 

“Warga sekitar perusahaan tidak pernah merasakan dana CSR atau 

kompensasi yang dimaksud,” kata Johan (40) salah seorang warga 

sekitar. 

Johan mengakui, keberadaan perusahaan yang berdiri sejak 1996 itu 

hingga kini tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat. 

Selain dana CSR yang mandek, perusahaan itu juga kerap mengelak 

saat ditagih janjinya oleh warga sekitar. 

 

                                                             
4 Redaksi,2016,PT. SBC Terancam Ditutup,diunduh dalam http://www.radarlamsel.com/pt-

sbc-terancam-ditutup/, diakses pada 18 Agustus 2017. 
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Perusahaan lainnya yang diduga belum menjalankan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan  yaitu perusahaan tambang PT Cakra Andatu Sukses (CAS) 

dan PT Sumber Rezeki Ekonomi (SRE). PT SRE sudah beroperasi di Desa Lemo 

I selama enam tahun dan PT CAS sudah dua tahun lebih, tetapi masyarakat sekitar 

perusahaan juga belum dapat merasakan dampak positif dari adanya kedua 

perusahaan tersebut. Hal ini dapat dilihat sebagaimana berikut:5  

Warga Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito 

Utara, mempertanyakan program community development (CD) 

dan Tanggung jawab sosial dan liingkungan dari perusahaan tambang 

PT Cakra Andatu Sukses (CAS) dan PT Sumber Rezeki Ekonomi 

(SRE). Hermin A Kenting, warga Desa Lemo I, mengatakan bahwa 

selama beberapa tahun kedua perusahaan tambang itu beroperasi, 

belum ada pembangunan atau bantuan bagi Desa Lemo I. 

Di daerah Sulawesi Tenggara terdapat juga perusahaan tambang bernama 

PT Tekonindo yang mengeksploitasi tambang nikel di pulau Kabaena, Kabupaten 

Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum menjalankan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana berikut:6 

PT Tekonindo, perusahaan tambang yang mengeksploitasi tambang 

nikel di pulau Kabaena Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi 

Tenggara,  dinilai tidak memiliki kepedulian terhadap 

pengembangan sosial kemasyarakatan terhadap masyarakat sekitar 

tambang. Betapa tidak,  perusahaan yang sudah beroperasi selama 

tujuh tahun ini di wilayah Kecamatan Kabaena Selatan ini, sudah 

melakukan aktifitas produksi dengan mengapalkan ore dalam 

jumlah ratusan ribu ton. Khusus tahun 2017 saja,  perusahaan ini 

sudah mengapalkan sebanyak empat tongkang.  Namun, belum 

berpartisipasi terhadap pengembangan masyarakat sekitar (CSR). 

Seharusnya perusahaan sebelum melakukan aktifitas pengolahan,  

harus menuntaskan sosialisasi dengan masyarakat yang terkena 

dampak aktifitasnya. Namun,  perusahaan ini hanya melakukan 

sosialisasi pembebasan lahan saja.  Tidak pernah melibatkan 

masyarakat dalam penyusunan kompensasi Corporate Social 

Responsibility (CSR). Jabar (33) Warga Desa Pongkalaero, 

Kecamatan Kabaena Selatan, mengungkapkan,  PT Tekonindo ini 

tidak pernah memberikan bantuan CSR terhadap masyarakat 

sekitar tambang yang merasakan dampak langsung. 

                                                             
5Ramadhani,  2017,PT SRE dan CAS Diduga tidak Laksanakan Program CD CSR, diunduh 

dalam http://www.borneonews.co.id/berita/47136-pt-sre-dan-cas-diduga-tidak-laksanakan-

program-cd-csr, diakses pada tanggal 18 Agustus 2017. 
6 Redaksi, 2017, Menambang Tanpa CSR, Aktifitas PT Tekonindo Disoroti, diunduh dalam 

https://penaaktual.com/menanbang-tanpa-csr-aktifitas-pt-tekonindo-disoroti.html, diakses pada 

tanggal 16 Oktober 2017. 
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Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan masih banyak yang 

belum melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan 

perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara banyak 

memberikan dampak negatif kepada masyarakat lingkar tambang dari segi 

ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Adanya perusahaan tambang seharusnya 

dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lingkar tambang dari segi 

ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Konstribusi ini dapat 

diberikan perusahaan tambang yaitu melalui program tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. 

 Adanya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan 

batu bara yang belum menjalankan program tanggung jawab sosial dan 

lingkungan seperti: PT. Sumber Batu Cakrawala (SBC), PT Tekonindo, PT Cakra 

Andatu Sukses (CAS) dan PT Sumber Rezeki Ekonomi (SRE) merupakan 

gambaran bahwa implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan di 

Indonesia belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Hal ini secara umum 

akan berdampak pada pemerataan pembangunan maupun pengembangan 

masyarakat sekitar perusahaan. Penulis berminat untuk mengkaji 

pertanggungjawaban hukum perseroan terbatas yang bergerak di bidang 

pertambangan mineral dan batu bara yang tidak melaksanakan kewajiban 

tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN 

PADA PERSEROAN TERBATAS YANG BERGERAK DI BIDANG 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap Perseroan Terbatas yang 

bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang tidak 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ? 
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2. Apakah upaya yang dapat ditempuh masyarakat apabila Perseroan 

Terbatas yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara 

tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini mencakup 2 (dua) 

yakni tujuan umum dan khusus adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Tujuan Umum: 

           Tujuan penulisan ini secara umum adalah : 

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam 

memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Jember 

2. Sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang 

telah di peroleh  dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan 

praktik yang terjadi di masyarakat. 

3. Untuk menambah pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat 

pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Jember serta almamater. 

1.3.2.  Tujuan Khusus: 

            Selanjutnya tujuan khusus yang hendak di capai dalam penulisan ini 

adalah : 

1. Untuk  mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum bagi 

Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pertambangan 

mineral dan batu bara yang tidak melaksanakan kewajiban 

tanggung jawab sosial dan lingkungan; 

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat ditempuh 

masyarakat apabila Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang 

pertambangan mineral dan batu bara tidak melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
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1.4 Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu 

hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian 

hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah 

dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum,melakukan 

penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian 

memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Memang, sebagaimana dikatakan 

oleh Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan 

hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat.7 Maka dari itu, berkaitan 

dengan metode penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut:  

1.4.1    Tipe Penelitian 

Ilmu hukum mengenal dua tipe penelitian, yaitu: tipe 

penelitian normatif dan tipe penelitian empiris. Tipe penelitian yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Peter 

Mahmud Marzuki mengatakan: “Penelitian hukum (legal research) 

atau bahasa Belanda rechtsonderzoe selalu normatif. Jika type 

penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan 

bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum”. Penelitian hukum 

(legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu 

adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang 

berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta 

apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan 

hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.8 

1.4.2 Pendekatan Penelitian 

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-

pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan 

informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk 

dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statue 

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis 

                                                             
7 Ibid, hlm. 60. 
8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2005), hlm. 294. 
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(historical approach), pendekatan komparatif (comparative 

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).9 

Berkaitan dengan pembahasan pendekatan-pendekatan dalam 

penelitian hukum, penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam 

penulisan hasil penelitian berbentuk skripsi ini, diantaranya adalah: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

Pendekatan Perundang-undangan ini akan membuka kesempatan 

bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan 

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang 

lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang Dasar 

atau regulasi dan undang-undang.10 

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang 

didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti 

akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum 

yang relevan dengan isu yang dihadapi.11 

 

1.5 Bahan Hukum 

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai 

apa yang seyogjanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber 

penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa 

bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer 

                                                             
9Peter Mahmud Marzuki, op.cit , hlm. 93. 
10 Ibid, hlm. 94 
11 Ibid, hlm. 95. 
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terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.12Adapun 

yang penulis gunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan 

skripsi ini, dan termasuk sebagai bahan hukum primer adalah sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 

2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batu Bara. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 

jawab sosial dan liingkungan Perseroan Terbatas. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,dan jurnal-jurnal 

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.13 

Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan 

oleh penulis adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal dan literatur-literatur 

tentang hukum yang sedang relevan dan berhubungan dengan isu hukum 

yang diangkat dan ditulis dalam penelitian skripsi ini. 

c. Bahan Non Hukum  

Bahan Non Hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu 

Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, atau pun laporan-

laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang 

mempunyai relevansi dengan topik penelitian.14 

Pada penulisan skripsi ini, bahan non hukum yang digunakan oleh 

penulis adalah buku-buku teks dan literatur-literatur tentang tanggung 

                                                             
12 Ibid, hlm. 181. 
13 Ibid, hlm. 181. 
14 Ibid, hlm. 183. 
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jawab sosial dan lingkungan yang sedang relevan dan berhubungan 

dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penelitian skripsi ini.  

 

1.6 Analisis Bahan Hukum 

Guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

terkumpul, penulis menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu 

cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang 

bersifat khusus, untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter 

Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh 

agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-

langkah:15 

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang 

tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak 

dipecahkan;  

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;  

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan 

bahan-bahan yang telah dikumpulkan;  

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum;  

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah 

dibangun di dalam kesimpulan. 

 

Berkaitan dengan analisis tersebut, hasil penelitian penulis dituangkan 

dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan 

yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode 

deduksi, dari umum ke khusus.  

 

                                                             
15 Ibid, hlm. 213. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanggung Jawab Hukum 

2.1.1 Pengertian Tanggung jawab hukum 

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah 

suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan 

kepadanya. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, tanggung jawab merupakan 

kewajiban yang dibebankan pada seseorang atas segala perbuatan yang telah 

dilakukannya. Pengertian tanggung jawab hukum ada 3 (tiga) macam, 

sebagaimana dinyatakan dalam buku H. Zainal Asikin dan L.Wira Pria Suhartana 

sebagai berikut:19  

Pengertian tanggung jawab hukum ada 3 (tiga) macam yaitu 

tanggung jawab hukum dalam arti accountability, responsibility, 

dan liability. Tanggung jawab dalam arti accountability adalah 

tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya 

akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan 

responsibility adalah tanggung jawab dalam arti yang harus 

memikul beban. Tanggung jawab dalam arti liability adalah 

kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita. 

 

Beberapa pengertian diatas memberikan arti yang lebih spesifik 

mengenai tanggung jawab hukum, misalnya tanggung jawab dalam arti 

responsibility merupakan beban yang harus dilaksanakan, jika hal ini dikaitkan 

dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka berarti tanggung jawab ( 

kewajiban moral untuk melaksanakan) sosial dan lingkungan bagi perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Joling sebagai berikut:20 

responsibility sebagai responsibility refers to the quality of being 

morally, legally or mentally accountable  ( artinya: tanggung jawab 

berhubungan dengan kualitas untuk menjadi bertanggung jawab 

secara moral, hukum, dan mental). 

                                                             
19 H. Zainal Asikin, L.Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, (Jakarta: 

Kencana, 2016), hlm. 252. 
20 Ibid, hlm. 253. 
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Pengertian tanggung jawab dalam arti responsibility dan liability  akan 

lebih spesifik dalam hal tanggung jawab direksi, hal ini sebagaimana dinyatakan 

dalam buku H. Zainal Asikin dan L.Wira Pria Suhartana sebagai berikut:21 

Responsbilities: legislation imposes various obligations on 

companies, which require the directors to ensure that the company 

complies with certain minimum requirements, and provides 

penalties for breach of statutory duties, Liabilities: A director may 

also incur personal liability under legislation relating to the 

company, since some legislation provides that not only is the 

company liable but also any director who knowingly authorised by 

the company. 

( artinya: Responsibilty, peraturan menentukan bermacam-macam 

kewajiban kepada perusahaan, yang memerlukan direktur untuk 

memastikan bahwa perusahaan patuh dengan syarat minimum 

tertentu, dan menyediakan sanksi kepada pelanggaran dari 

kewajiban menurut UU, Liability: direktur juga harus menimbulkan 

tanggung jawab pibadi di bawah peraturan yang berkaitan dengan 

perusahaan, sejak beberapa peraturan menetapkan bahwa tidak 

hanya perusahaan bertanggung jawab tetapi juga direktur yang 

diketahui telah diberikan kuasa oleh perusahaan.) 

 

Berdasarkan pengertian diatas, maka pengertian responsibility berkaitan 

dengan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang terdapat dalam 

perusahaan dan Liability berkaitan dengan tanggung jawab pribadi atas kerugian 

yang diderita perussahaan. Untuk memahami lebih mudah responsibility itu 

bertanggung jawab untuk melaksanakan, dan liability itu bertanggung jawab atas 

kerugian atau kesalahan. 

 

2.1.2 Teori Tanggung jawab hukum 

Teori tanggung jawab hukum disini merupakan tanggung jawab dalam 

arti liability, sehingga berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum. teori 

tanggung jawab ini dibagi beberapa teori sebagai berikut:22  

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam 

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi 

beberapa teori, yaitu: 

a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat 

harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga 

                                                             
21Ibid, hlm. 253. 
22 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 

2010), hlm. 503.   
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merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang 

dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. 

b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), 

didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang 

berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur 

(interminglend). 

c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum 

tanpa mempersoalkan kesalahan (strick liability), didasarkan 

pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, 

artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab 

atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. 

 

Beberapa tanggung jawab diatas memiliki kesamaan unsur yaitu 

terdapatnya kerugian. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar 

hukum baik secara sengaja atau lalai yang dilakukan oleh subyek hukum (manusia 

atau badan hukum) akan diminta pertanggungjawaban atas kerugiannya. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: 

Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada 

seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.  

Seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan atas perbuatan 

melanggar hukum oleh subyek hukum (manusia atau badan hukum), maka dapat 

menuntut pertanggungjawabannya atas kerugian yang diderita. Pihak yang 

bertanggung jawab wajib untuk mengganti kerugian kepada seseorang atau 

sekelompok orang yang dirugikan atas perbuatannya. 

 

2.2 Badan Usaha 

2.2.1 Pengertian Badan Usaha 

Badan usaha menurut kamus hukum adalah perusahaan berbentuk badan 

hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan 

berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indomesia. Pengertian 

badan usaha berdasarkan Pasal 1 Butir 17 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang 

Minyak Dan Gas Bumi adalah sebagai berikut: 
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Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha 

bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan Indonesia.  

Pengertian badan usaha juga terdapat pada Pasal 1 Butir 6  Peraturan 

Pemerintah No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan 

Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan 

Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu sebagai 

berikut: 

Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang 

menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus 

dengan tujuan untuk memperoleh laba.  

 

Badan usaha berbeda dengan perusahaan, perusahaan menurut Pasal 1 

Butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

Bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-

menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik 

yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha 

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang 

didirikan dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia.  

 

Secara definisi antara perusahaan dan badan usaha berbeda, perusahaan 

merupakan bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan terus-menerus dengan 

tujuan untuk mencari keuntungan, sedangkan badan usaha merupakan 

wadah/lembaga yang mengelola kegiatan bisnis dalam perusahaan. Perusahaan 

merupakan alat yang digunakan badan usaha untuk mecapai tujuannya yaitu 

memperoleh laba. 

  

2.2.2 Jenis dan Bentuk Badan Usaha 

Secara umum badan usaha dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, 

yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan 

hukum. ada juga yang membagi badan usaha menjadi 3 (tiga) macam, yaitu 

sebagai berikut:23  

                                                             
23 Kurniawan, Hukum Perusahaan, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 23 
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Abdulkadir Muhammad membagi badan usaha menjadi 3 (tiga) macam, 

yaitu :  

1. Badan Usaha yang Berbentuk Perusahaan Perseorangan 

2. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum 

3. Badan Usaha Berbadan Hukum 

 

Setiap badan usaha diatas memiliki karakteristik yang berbeda, badan 

usaha perorangan dijalankan oleh satu orang pengusaha maka modalnya 

perorangan, pendiriannya cukup sederhana sehingga tidak diperlukan pengesahan 

dari pemerintah, dan apabila terjadi kebangkrutan maka pertangungjawabannya 

sampai harta kekayaan pribadinya. Contohnya badan usaha perorangan yaitu : 

usaha dagang (UD) atau perusahaan dagang (PD). 

Badan usaha yang tidak berbadan hukum, memilki beberapa persamaan 

dengan badan usaha perorangan, hanya saja badan usaha yang tidak berbadan 

hukum ini dijalankan oleh beberapa orang atau biasanya dikenal dengan 

persekutuan. Beberapa orang ini saling mengikatkan diri untuk memasukkan 

sesuatu berupa modal, tenaga, atau keahlian ke dalam persekutuan. Contohnya 

badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu : persekutuan perdata, firma, dan 

persekutuan komanditer (CV). 

Badan usaha berbadan hukum merupakan badan yang diakui sebagai 

person yang dapat menjalankan tindakan hukum terlepas dari manusia orang 

perorangannya. Karakteristik badan usaha berbadan hukum memiliki harta sendiri 

yang terpisah dari pemiliknya. Sebagaimana terdapat dalam buku Binoto 

Nadapdap yang menyatakan sebagai berikut:24 

Karakteristik yang utama dari badan hukum adalah apa yang 

disebut separate patrimony, yaitu memiliki harta sendiri yang 

terpisah dari pemegang saham sebagai pemiliknya. 

Kelebihan dari adanya pemisahan harta sendiri dari pemiliknya yaitu 

apabila terjadi kebangkrutan maka pertanggungjawabannya hanya sebesar modal 

yang disetorkan atau saham yang dimiliki. Karakteristik yang kedua, pendirian 

badan hukum membutuhkan pengesahan dari pemerintah, dalam hal ini 

                                                             
24 Binoto Nadapdap,  Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016), 

hlm. 6 
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Contohnya 

badan hukum yaitu : perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. 

 

2.2.3 Teori-teori Badan Hukum 

Badan hukum diakui sebagai person sehingga badan hukum dapat 

melakukan tindakan hukum selayaknya manusia. Badan hukum juga memiliki hak 

dan kewajiban sehingga apabila badan hukum tidak melaksanakan kewajibannya, 

maka badan hukum dapat dituntut atas nama badan hukum tersebut selayaknya 

manusia. Ada beberapa landasan teori yang menggambarkan badan hukum 

sebagai person, antara lain:25 

a. Teori fiksi (fictie-theorie) 

Teori fiksi (fictie-theorie) dari Von Savigny yang berpendapat 

bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. 

Sebetulnya menurut alam hanya manusia saja sebagai subyek 

hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi, yaitu sesuatu yang 

sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam 

bayangannya suatu pelaku (badan) hukum sebagai subyek hukum 

diperhitungkan sama dengan manusia. menurut teori ini, badan 

hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, merupakan hasil 

suatu fiksi manusia. kapasitas badan hukum ini didasarkan pada 

hukum positif. Oleh karena personalitas badan hukum ini 

didasarkan hukum positif, negara mengakui badan hukum tersebut 

dengan segala hak dan kewajibannya yang dimilikinya, 

diperlakukan sama dengan manusia. 

b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (doelvermogens-theorie) dari 

Brinz. 

Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek 

hukum. tetapi juga tidak dibantah adanya hak-hak atas suatu 

kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung 

hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, 

sebenarnya hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan 

sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh 

suatu tujuan. 

c. Teori Organ (Organ Theorie) dari Otto Von Gierke. 

Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti 

sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. 

badan hukum di sini tidak hanya merupakan pribadi yang 

sesungguhnya, tetapi juga mempunyai kehendak atau kemauan 

sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapan atau organ-

organnya (pengurus, anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka 

                                                             
25 Kurniawan, op.cit, hlm. 31. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18 
 

 
 

putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. teori 

ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda 

dengan manusia. 

d. Teori Kekayaan Bersama. 

Di samping hak milik pribadi, hak milik itu merupakan harta 

kekayaan bersama (propriete collective theorie) dari Planiol dan 

Molengraaff. Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum 

itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama 

kekayaan bersama. Anggota-anggota badan hukum tidak hanya 

dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat 

dibagi, tetapi juga pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, 

sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya 

menjadi pemilik. Orang-orang yang berhimpun itu semuanya 

merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang 

dinamakan badan hukum. atas dasar ini, maka badan hukum itu 

tidak lain adalah suatu konstruksi yuridis belaka. 

 

Beberapa teori diatas menunjukkan Badan hukum itu bukanlah mahluk 

hidup sebagaimana halnya manusia, badan hukum itu merupakan hasil ciptaan 

negara. Badan hukum itu sendiri tidak memiliki daya berfikir dan kehendak, 

karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Badan 

hukum harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa, akan tetapi orang 

yang bertindak itu tidak dapat melakukan kegiatan untuk dirinya, melainkan untuk 

dan atas tanggung jawab badan hukum. 

 

2.3 Perseroan Terbatas 

2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas 

Istilah Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) berasal dari istilah 

hukum Dagang Belanda Wetboek Van Koophandel (WvK) yaitu Naamloze 

Vennootschaap dengan singkatan NV. Pengertian perseroan terbatas terdiri dari 

dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT 

yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk 

kepada pemegang saham yang besarnya hanya sebatas pada nilai nominal semua 

saham yang dimilikinya. Definisi perseroan terbatas menurut Pasal 1 Butir 1 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang 

selanjutnya disebut Perseroan, adalah sebagai berikut: 

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 
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persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya.  

 

Pengertian perseroan terbatas juga dijelaskan secara lengkap oleh Sri 

Redjeki Hartono yang memberikan pengertian26 : 

Perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan 

perusahaan tertentu dengan menggunakanan suatu modal dasar 

yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-

masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, 

sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, 

akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri 

Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan 

penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih. 

 

Berdasarkan pengertian diatas, perseroan terbatas itu merupakan 

persekutuan modal yang terdiri atas sero atau saham. Sejumlah modal yang 

terkumpul akan menjadi harta kekayaan dari perseroan terbatas yang terpisah dari 

pemiliknya. Perseroan terbatas dapat didirikan dengan adanya perjanjian antar 

pendiri perseroan yang dibuat dalm akta pendirian di depan Notaris, akta 

pendirian harus mendapatkan pengesahan dari pemerintah, yaitu Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Setelah mendapatkan 

pengesahan, perseron terbatas telah menjadi badan hukum yang dapat melakukan 

perbuatan hukum dan memiliki harta kekayaan pribadi. 

 

2.3.2 Asas Pelaksanaan Kegiatan Perseroan Terbatas 

Asas merupakan nilai yang akan membentuk suatu sistem hukum. Dalam 

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkandung asas-asas yang 

harus ditaati dan diterapkan oleh Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan 

kegiatannya. Asas-asas ini yang akan menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan 

kegiatan Perseroan Terbatas sehingga dapat memberikan manfaat terhadap 

pembangunan ekonomi nasional. Asas-asas yang terkandung dalam UU No. 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas antara lain sebagai berikut:27 

1. Asas kekeluargaan 

Asas kekeluargaan ini merupakan pengaplikasian Pasal 33 Ayat (1) 

UUD 1945 yang dimaksudkan dalam melakukan pengurusan 

                                                             
26 Ibid, hlm. 58. 
27 Tuti Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan, (Bandung: Refika 

Aditama, 2015), hlm. 133. 
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perusahaan, direksi, pemegang saham, dan komisaris serta 

karyawan yang bekerja dalam perusahaan dituntut untuk 

membangun sistem kekeluargaan sebagai bangsa Indonesia dengan 

menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman. 

2. Asas hukum perjanjian 

Asas ini menunjukkan berlakunya asas-asas hukum perjanjian 

dalam pendirian dan pelaksanaan perusahaan karena adanya 

perjanjian para pihak yang dituangkan dalam akta notaris dalam 

bentuk anggaran dasar perseroan terbatas. 

3. Asas Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (Corporate Social 

Responsibility/CSR) 

Asas tanggung jawab sosial ini merupakan asas yang 

mengharuskan setiap pelaku usaha (perusahaan) guna ikut 

mewujudkan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, 

baik bagi pelaku usaha (perusahaan), komunitas setempat dimana 

pelaku usaha (perusahaan) menjalankan usahanya, maupun bagi 

masyarakat pada umumnya. 

4. Asas Itikad Baik 

Apabila tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan 

kewajiban perusahaan sebagai legal entity (yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran) maka 

harus ada itikad baik dari perusahaan untuk melaksanakannya. 

5. Asas Kepantasan 

Asas kepantasan merupakan sikap batin atau suatu kesadaran jiwa. 

Asas ini dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak 

yang memegang kegiatan bisnis atau menguasai bisnis pada waktu 

ia mulai menjalankan bisnis tersebut. 

6. Asas Kepatutan  

Kepatutan berarti adanya itikad baik dalam arti objektif, 

pelaksanaan kegiatan suatu perusahaan harus dapat diterima oleh 

pihak lain yang juga melihat kepentingan pihak lain sehingga 

dirasa patut dan sopan atau layak untuk menjalankan kegiatan 

perusahaan tersebut. 

7. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

Suatu perusahaan tidak memandang skala besar atau kecil, tujuan 

utamanya adalah untuk memperoleh laba. Namun demikian, 

perusahaan harus tetap memperhitungkan kemungkinan terjadi 

risiko kerugian agar risiko tidak menjadi kenyataan. Maka dari itu, 

untuk mencapai tujuannya Perusahaan harus dikelola secara 

profesional dalam rangka menciptakan dunia usaha yang kondusif 

dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang 

baik. 

8. Asas Corporate Separate Legal Personality ( Hukum Terpisah 

Kepribadian Korporasi) 
Asas ini menunjukkan PT mempunyai personalitas atau 

kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya. 
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Doktrin dasar PT adalah bahwa perusahaan merupakan kesatuan 

hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi 

pendiri atau pemegang saham dari perusahaan tersebut. 

9. Asas Perkonomian 

Pembaharuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

bidang perusahaan merupakan konsekuensi logis dari 

perkembangan ekonomi yang semakin kompleks. Menyadari hal 

itu, agar bentuk usaha perusahaan dapat mengantisipasi 

perkembangan perekonomian dan menjadi salah satu pilar 

pembangunan ekonomi nasional, pembentuk undang-undang 

banayak memasukkan konsep baru yang selama ini dianut oleh 

hukum perusahaan modern dan diramu dengan asas kekeluargaan 

yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Semua asas ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perseroan 

terbatas sebagaimana mestinya. Semua asas ini merupakan satu kesatuan dan 

saling berkaitan, contohnya asas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 

menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban 

bagi pelaku usaha terutama perseroan terbatas. Hal ini juga berkaitan dengan asas 

itikad baik dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Apabila perusahaan 

menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannnya dalam bentuk 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar maka ini juga perusahaan 

telah menjalankan asas itikad baik dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.  

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak hanya 

memperhatikan keuntungan, tetapi juga memperhatikan masyarakat dan 

lingkungannya. Begitu sebaliknya, apabila perusahaan tidak melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka ini menunjukkan bahwa perusahaan 

tidak memiliki itikad yang baik dan tidak menjalankan prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik. 

 

2.3.3 Karakteristik Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbetuk badan hukum 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan 

hukum. karakteristik perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah sebagai 

berikut:28 

                                                             
28 Binoto Nadapdap, op.cit, hlm. 7 
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a. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-

orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum 

tersebut. 

b. Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan 

badan-badan tersebut 

c. Memiliki tujuan tertentu. 

d. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti 

keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena 

hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun 

orang-orang yang menjalankannya berganti. 

 

Perseroan terbatas memiliki kekayaan sendiri dan memiliki hak dan 

kewajiban selayaknya manusia. hal ini yang membedakan perseroan terbatas 

sebagai badan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perseroan 

terbatas memiliki tujuan tertentu, biasanya tujuannya bersifat komersial yaitu 

untuk mecari keuntungan sebesar-besarnya dan perseroan terbatas akan 

menjalankan usahanya secara terus menerus tanpa terikat pada orang-orang 

tertentu.  

 

2.3.4 Jenis-Jenis Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum 

terbagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan kriteria pembeda tertentu Perseroan 

Terbatas dapat dibagi menjadi sebagai berikut:29 

1. Jenis PT berdasarkan kepemilikannya, dapat dibagi menjadi 3 

(tiga) yaitu: 

a. PT. Milik Swasta; 

b. PT. Milik Negara; 

c. PT. Campuran, dimana modalnya berasal dari unsur negara 

dan swasta. 

2. Jenis PT berdasarkan laba kepemilikan dapat dibagi menjadi 2 

(dua), yaitu: 

a. PT. Terbuka 

b. PT. Tertutup 

3. Jenis PT berdasarkan jaringan usaha yang dikembangkan, dapat 

dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

a. PT. yang bersifat Nasional (local); 

b. PT. yang bersifat Multinasional (transnasional). 

 

                                                             
29 Kurniawan, op.cit , hlm. 80. 
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Berdasarkan beberapa jenis PT diatas, ada beberapa klasifiksasi jenis PT 

dimulai dari kepemilikannya, laba kepemilikan, dan jaringan usaha yang 

dikembangkan. Jika yang berdasarkan kepemilikannya, ada yang terdapat 

kepemilikannya hanya milik swasta contohnya PT. Bukit Makmur Mandiri 

Utama, dan ada yang kepemilikannya hanya milik negara contohnya PT. 

Pertamina, ada juga yang kepemilikannya campur antara negara dan swasta, tetapi 

kepemilikannya 51% harus dikuasai pemerintah contohya PT Aneka Tambang 

Tbk. 

Berdasarkan laba kepemilikan, maka ada PT Terbuka, PT tersebut akan 

mengeluarkan saham yang dapat diperjual-belikan secara bebas kepada 

masyarakat umum di bursa efek, sedangkan PT Tertutup, hanya menghendaki 

pemegang sahamnya terbatas pada orang-orang tertentu saja. 

Berdasarkan jaringan usaha yang dikembangkan, maka ada PT Nasional, 

yang ruang lingkup kegiatan usahanya masih dalam satu negara, sedangkan PT 

Multinasional, memiliki ruang lingkup kegiatan usahanya dalam beberapa negara. 

 

2.3.5 Organ Perseroan Terbatas 

Perseroan terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan. 

Gunanya adalah untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan 

sesuai dengan tujuannya. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas ditentukan bahwa organ perseroan terbatas terdiri atas: 

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, memberikan pengertian RUPS adalah Organ 

perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi  dalam perseroan dan 

memegang segala kewewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi 

dan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang 

dan/atau anggaran dasar. RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

dalam PT mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan 

umum perseroan, mengangkat, dan memberhentikan direksi dan 

komisaris serta mengesahkan laporan tahunan direksi dan komisaris.  

B. Direksi 
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Berdasarkan Pasal 1 Angka (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, memberikan pengertian Direksi adalah Organ 

perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan 

maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.  

Direksi merupakan organ dalam perseroan terbatas yang berfungsi untuk 

menjalankan roda perusahaan. Kebijakan yang dibuat oleh direksi harus 

selalu bertindak hati-hati, mempertimbangkan keadaan, kondisi, dan 

biaya pengelolaan yang besar, dikarenakan apabila terdapat kerugian 

pada perseroan, maka direksi yang akan bertanggung jawab. 

C. Komisaris 

Berdasarkan Pasal 1 Angka (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, memberikan pengertian Dewan Komisaris adalah 

Organ perseroan yang bertugas melaksanakan pengawasan secara umum 

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat 

kepada Direksi. Tugas utama dari dewan komisaris adalah mengawasi 

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan oleh direksi dalam menjalankan 

perusahaan. Kebijakan yang menjadi perhatian dewan komisaris adalah 

yang bersifat strategis dan penting. Tugas komisaris sering disebut 

sebagai business over-sight karena menyangkut pemantauan terhadap 

kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan 

bisnis, dan tumbuh berkembang. Karena itu kepada komisaris dapatlah 

disebut sebagai pengawas. Fungsi seorang komisaris memang sebagai 

‘palang pintu’ dari suatu perusahaan. 

  

2.4 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 

2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Pasal 1 Angka (3) UU No. 

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memiliki definisi sebagai berikut: 

Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan 

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 
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lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas 

setempat, maupun masyarakat pada umumnya.  

 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan 

terbatas dalam perannya melakukan pembangunan berkelanjutan. Tanggung 

jawab sosial dan lingkungan juga merupakan konstribusi perusahaan sebagai 

bentuk pertanggungjawabannya atas kegiatan maupun kebijakannya di 

masyarakat, sebagaimana ISO 26000, memberikan definisi yang jelas tentang 

tanggung jawab sosial sebagai berikut:30  

Tanggung jawab organisasi terkait dengan dampak, keputusan, dan 

kegiatan di masyarakat dan lingkungan, melalui prilaku yang 

transparan dan etis yang memberikan kontribusi terhadap 

pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan kesejahteraaan 

masyarakat; memperhitungkan harapan pemangku kepentingan, 

adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan 

norma-norma perilaku internasional, dan terintegrasi di seluruh 

organiasasi dan dipraktikkan dalam hubungannya. 

 

Pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan adanya kerjasama 

antara perusahaan dengan stakeholder lainnya, hal ini sesuai dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh The Word Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) tentang Corporate Social Responsibility (CSR) pada umunya sebagai 

berikut:31  

Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai 

komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, 

beroperasi secara legal, dan berkonstribusi untuk peningkatan 

ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan 

dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas 

lokal dan masyarakat secara luas. 

 

Perusahaan harus dapat memberikan perhatian yang seimbang antara 

kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholder yang beragam, karena 

dengan adanya perhatian yang seimbang maka perusahaan dapat bekerjasama 

dengan stakeholder lainnya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan, hal ini 

                                                             
30Ibid, hlm. 87. 
31 Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 101. 
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sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Maignan dan Ferrel sebagai 

berikut:32  

A business acts in socially responsible manner when its decision 

and actions account for and balance diverse stakeholder interests. 

(definisi ini menekankan perlunya memberikan perhatian secara 

seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholder yang beragam 

dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku 

bisnis melalui prilaku yang secara sosial bertanggung jawab.) 

 

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban 

perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas tindakan atau 

kebijakannya di masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan 

lingkungan sebagai bentuk peran serta perusahaan dalam melakukan 

pembangunan bekelanjutan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga sebagai 

penegas bahwa perusahaan harus dapat memperhatikan aspek sosial berupa 

komunitas sekitar perusahaan atau masyarakat umum dan aspek lingkungan 

sebagai tanggung jawabnya dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. 

 

2.4.2 Manfaat Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 

Pelaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan memang ditujukan 

untuk stakeholder yaitu komunitas sekitar perusahaan atau masyarakat umum 

yang terkena dampak atas keputusan atau kebijakan dari perusahaan. Pelaksanaan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan juga dapat membantu peran pemerintah 

dalam mengembangkan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Berikut 

beberapa manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan :  

a. Manfaat tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi Masyarakat 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan memberikan 

manfaat yang besar bagi masyarakat sehingga akan berdampak pada 

peningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana pendapat Clark 

sebagai berikut:33 

Bahwa hubungan masyarakat dengan komunikasi yang efektif 

dan manajemen hubungan dalam penerapan tanggung jawab 

sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) akan 

diperoleh banyak manfaat bagi komunitas, dalam bentuk : 

                                                             
32 A.B. Susanto,  Reputation-Driven Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Esensi, 

2009), hlm. 11. 
33 Ibid, hlm. 134. 
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a) Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, 

dan pelatihan; 

b) Pendanaan investasi komunitas, pengembangan 

infrastruktur, 

c) Keahlian komersial, 

d) Kompetensi teknis dan personal individual pekerja yang 

terlibat, 

e) Representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa 

komunitas. 

 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan secara baik 

dan berkesinambungan akan memberikan dampak positif pada 

masyarakat. Dampak positif yang diberikan dapat berupa peningkatan 

sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, maupun pengelolaan 

lingkungan. Masyarakat akan menikmati dan merasakan manfaat dari 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga akan 

berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

b. Manfaat tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi Pemerintah 

Manfaat yang diterima oleh masyarakat dari pelaksanaan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan secara tidak langsung turut membantu pemerintah 

dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya 

kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. 

Terkait dengan hal ini,  kehadiran tanggung jawab sosial dan lingkungan 

cukup banyak memberikan konstribusi kepada pemerintah, dalam bentuk 

sebagai berikut:34  

a) Dukungan pembiayaan, utamanya karena keterbatasan 

anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan yang 

berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. 

b) Dukungan sarana dan prasarana (ekonomi, kesehatan, 

pendidikan/pelatihan, tempat ibadah, olahraga, kesenian, dll.) 

baik yang (sudah) dimiliki maupun yang dibangun melalui 

kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

c) Dukungan keahlian, melalui keterlibatan personil perusahaan 

utamanya pada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat. 

d) Keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan, merupakan sumber belajar, utamanya 

dalam menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

 

                                                             
34 Ibid, hlm. 135. 
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Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan konstribusi 

perusahaan dalam membantu pemerintah menghadapi berbagi 

permasalahan sosial yang terjadi. Tanggung jawab sosial dan lingkungan 

dapat mengurangi pengangguran, pengembangan UMKM, memberikan 

fasilitas kesehatan dan sebagainya. Perusahaan yang melaksanakan 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik dan 

berkesinambungan akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah atas 

konstribusinya membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan 

masyrakat. 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya memberikan manfaat 

bagi stakeholder yaitu pemerintah maupun masyarakat, tapi tanggung jawab sosial 

dan lingkungan sesungguhnya memberikan manfaat yang besar bagi 

keberlangsungan perusahaan, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Elita Rahmi sebagai berikut:35 

Substansi keberadaan Corporate Social Responsibility (CSR) di 

Indonesia adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan 

perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar 

stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun 

program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. 

 

Manfaat secara langsung yang didapatkan perusahaan atas pelaksanaan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagai berikut:36 

a) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek 

perusahaan. 

b) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 

c) Mereduksi resiko bisnis perusahaan. 

d) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 

e) Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

f) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan 

limbah. 

g) Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. 

h) Memperbaiki hubungan dengan regulator 

i) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan 

                                                             
35 Elita Rahmi, 2011, Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum Di Indonesia, hlm. 138, diunduh 

dalam https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/541, diakses pada tanggal 08 

mei 2017. 

36 Azizah, op.cit, hlm. 105. 
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j) Peluang mendapatkan penghargaan 

 

Manfaat diperoleh perusahaan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan adalah nama baik yang didapatkannya dari penghargaan 

pemerintah, penghargaan dari instansi maupun penghargaan secara tidak langsung 

dari masyarakat luas. Nama baik yang didapatkan perusahaan akan dapat 

meningkatkan kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen untuk membeli 

produknya, maupun kemudahan untuk mendapatkan investor untuk 

pengembangan perusahaan.  

 

2.4.3 Teori Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 

Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk memahami tanggung 

jawab sosial dan lingkungan dalam konteks korporasi, teori-teori ini merupakan 

awal mula munculnya Corporate Social Responsibility (CSR) pada umumnya, 

sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Andi Syafrani sebagai berikut:37 

Setidaknya ada 4 (empat) teori yang dapat dipergunakan sebagai 

alat analisis untuk membaca dan memahami Corporate Social 

Responsibility (CSR)  dalam konteks hukum korporasi. Pertama 

adalah Shareholder Primacy Theory. Kedua, lawan dari teori yang 

pertama, Stakeholder Theory atau bisa disebut juga Other 

Constituency Theory. Paul G. Mahoney mereformulasikan dua 

model teori ini dengan sebutan Contractual Theory vs Concession 

Theory. Teori ketiga dan keempat adalah variasi atau derivasi dari 

teori yang kedua yang muncul belakangan, yaitu masing-masing 

teori Production Team Model yang dikembangkan oleh Margaret 

M. Blair dan Lynn A. Stout serta Social Transparency Notion yang 

dikerangkakan oleh Cynthia A. Wiliams. 

 

Dalam hal ini, yang akan dijelaskan hanya 2 (dua) teori yaitu 

Shareholder Primacy Theory dan lawan dari teori yang pertama, Stakeholder 

Theory, sebagai berikut:38 

1. Shareholder Primacy Theory (Teori Keutamaan Pemegang Saham) 

Pijakan teoritis pandangan kelompok ini dibangun pertama kali 

oleh salah satu pemikir fenomenal hukum korporasi, Adolf A. 

Berle. dan Gardiner Means dalam karangannya berjudul “The 

Modern Corporation And Private Property” telah mengemukakan 

ide perlunya keterpisahan antara ownership and control dalam 

                                                             
37 Tri Budiono, Hukum Perusahaan, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 112. 
38 Ibid, hlm. 112. 
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perusahaan modern. Mereka juga membangun konsep bahwa 

shareholders merupakan konstituen primer dalam perusahaan. 

Berle meyakini bahwa satu-satunya kepentingan yang harus 

diperhatikan dan dilayani dalam perusahaan adalah kepentingan 

pemodal. Inilah yang kemudian menjadi premis utama Shareholder 

Primacy Theory. 

Perusahaan dalam perspektif Berle adalah entitas hukum imajiner 

yang sengaja dikreasi dengan tujuan utama dan satu-satunya yaitu 

dalam kerangka mencari keuntungan buat pemiliknya 

(shareholders). Hanya ada satu tanggung jawab sosial perusahaan, 

yaitu untuk menggunakan sebesar-besarnya sumberdaya 

perusahaan dan terlibat dalam aktivitas yang didesain untuk 

meningkatkan profitnya selama ia berada dalam koridor aturan 

main yang telah disepakati : yaitu berada dalam iklim kompetensi 

yang terbuka dan bebas tanpa melakukan penipuan. 

Sejajar dengan pandangan Barle dan Means adalah apa yang 

dikemukakan oleh Daniel Fischel and Hakim Frank Easterbrook 

dalam tulisannya “Antitrust Suits By Targets Of Tender Offers”. 

Mereka mempostulasikan ide yang disebut Cynhia A. Williams 

sebagai “irresponsible notion”. Menurut pandangan ini manajemen 

perusahaan diperbolehkan untuk melanggar aturan-aturan 

Corporate Social Responsibility (CSR) jika kepentingan pemodal 

dan kepentingan bisnis terhalangi. Kepentingan bisnis pemodal, 

dalam perspektif ini, harus supreme dan tidak boleh dikalahkan 

oleh kepentingan lainnya. 

2. Stakeholder Primacy Theory (Teori Pemangku Kepentingan) 

Stakeholder Primacy Theory secara diametral bertolak belakang 

dengan Shareholder Primacy Theory. Yang membedakan adalah 

pada pumpunan kepentingan yang pada akhirnya menjadi pemandu 

(guidance) dalam pengelolaan perusahaan. 

Kalau Shareholders Primacy Theory, yang menjadi pimpinan 

kepentingan adalah pemegang saham, sedang pada Stakeholders 

Primacy Theory  yang menjadi pimpinan kepentingan adalah 

pemangku kepentingan. Secara kategorial, pemangku kepentingan 

dapat dipilah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pemangku 

kepentingan yang memiliki kepentingan langsung terhadap PT dan 

apabila kepentingannya terganggu dapat mengajukan upaya hukum 

secara langsung, dan pemangku kepentingan yang memiliki 

kepentingan secara tidak langsung. Untuk kelompok yang kedua 

ini, pada dasarnya tidak dapat mengupayakan pembelaan terhadap 

hak-haknya secara langsung. 

Stakeholders Primacy Theory ini sejatinya memiliki kedekatan 

pandangan dengan Corporate Citizenship. Corporate Citizenship 

sejatinya adalah suatu pandangan yang mensejajarkan PT sebagai 

entitas hukum yang hidup di tengah kelompok masyarakat tidak 

bedanya dengan entitas hukum yang lain (khususnya naturlijk 

persoon) PT sejatinya memiliki kewajiban untuk berperan serta 

bagi kemajuan masyarakat dimana PT tersebut berada. 
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Keterhubungan antara PT dengan masyarakat sejatinya bersifat 

mutualistik. PT sejatinya hanya dapat mengeksis apabila ia ada 

ditengah masyarakat. Tanpa masyarakat, PT tidak mungkin ada. 

Itulah sebabnya ada panggilan bagi PT untuk memberikan peran 

serta untuk mengembangkan lingkungan pemangku kepentingan 

yang ada di sekitar pabrik. Berdasarkan teori ini, Corporate Social 

Responsibility (CSR)  merupakan tanggung jawab yang harus 

dilakukan oleh perusahaan sebagai bukti bentuk sifat saling 

ketergantungan (interdepency) antara perusahaan dengan 

masyarakat dimana perusahaan tersebut mengeksis.  

 

Berdasarkan kedua teori diatas, pada awalnya perusahaan harus 

mengutamakan kepentingan dari pemegang saham, dikarenakan pemegang saham 

adalah pemilik dari perusahaan. Perusahaan harus mencari keuntungan sebesar-

besarnya buat para pemgang saham. Semua kebijakan dan keputusan yang diambil 

oleh direksi akan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham.  Inilah yang 

dimaksud dengan Shareholder Primacy Theory. 

Stakeholder Primacy Theory, perusahaan tidak hanya mengutamakan 

kepentingan dari pemegang saham sebagai pemangku kepentingan secara 

langsung kepada perusahaan, tetapi juga mengutamakan kepentingan pemangku 

kepentingan secara tidak langsung terhadap perusahaan. Pemangku kepentingan 

secara tidak langsung ini yaitu komunitas masyarakat sekitar perusahaan. Bentuk 

perhatian perusahaan terhadap kepentingan komunitas masyarakat sekitar 

perusahaan  adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

 

2.4.3 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diharuskan 

memperhatikan dan memahami prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan 

lingkungan,  karena prinsip akan menjadi acuan dasar dari pelaksanaan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan. Beberapa prinsip yang digunakan sebagai acuan 

dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan prinsip-

pinsip yang terdapat pada Corporate Social Responsibility (CSR) pada umumnya, 

yaitu sebagai berikut:39 

                                                             
39 Amy S. Rahayu,  2009, Corporate Social Responsibility (CSR) Antara Ethics-Prilaku 

Organisasi-Responsibility Dan Penerapannya Di Organisasi Pemerintah, Jurnal Legislasi Indonesia 

Vol. 6 No. 2,hlm. 322. 
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1. Sustainability, yakni prinsip CSR yang menekankan pada efek atau 

dampak masa depan akibat tindakan perusahaan atau korporasi 

pada saat ini. Contoh, penggunaan sumber daya alam oleh suatu 

korporasi pada masa kini harus diimbangi oleh adanya perhatian 

serius melalui pemikiran yang sungguh-sungguh apa dampaknya 

terhadap generasi mendatang dan lingkungan masa depan. Dengan 

demikian pengukuran sustainability mencakup jumlah atau 

kuantitas yang mampu dipulihkan kembali untuk kehidupan masa 

depan. 

2. Accountability. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa pada dasarnya 

setiap organisasi adalah bagian dari masyarakat luas, sehingga 

tanggung jawab suatu organisasi atau korporasi tidak hanya sebatas 

pada pemilik semata, melainkan juga pada seluruh stakeholders 

baik internal maupun eksternal. Setiap pengambilan keputusan 

harus mempertimbangkan manfaat dan dampaknya terhadap 

eksternal dan internal stakeholder.  

3. Transparency. Suatu prinsip CSR yang berarti bahwa apapun 

tindakan organisasi atau korporasi yang berdampak dan 

berpengaruh terhadap lingkungan eksternal harus dikomunikasikan 

secara detail latar belakang tindakan korporasi dan tujuannya pada 

masyarakat sekitar. Informasi ini penting sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pada eksternal stakeholder secara transparan. 

 

Beberapa prinsip diatas dapat memberikan acuan dasar dalam 

pelaksanaan Tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan, sehingga 

pelaksanaan Tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat memberikan manfaat 

yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat sekitar perusahaan. Prinsip 

yang harus diutamakan adalah prinsip berkelanjutan (Sustainability),  tanggung 

jawab sosial dan lingkungan tidak akan dapat memberikan manfaat apabila 

pelaksanaannya tidak berkelanjutan. Perusahaan yang menerapkan prinsip 

berkelanjutan, akan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara 

berkesinambungan selama perusahaan masih beroperasi, bahkan manfaat dari 

tanggung jawab sosial dan lingkungan akan berkelanjutan melebihi usia 

perusahaan. 

 

2.4.4 Model Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ada beberapa 

model yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Sedikitnya empat pola/model 
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pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang umumnya diterapkan di 

Indonesia:40  

1. Melalui Keterlibatan Langsung 

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan secara 

langsung dengan menyelenggarakan sendiri berbagai kegiatan 

sosial ataupun menyerahkan bantuan-bantuan secara langsung 

kepada masyarakat. 

2. Melalui Yayasan ataupun Organisasi Sosial 

Terdapat sebuah yayasan ataupun organisasi sosial yang didirikan 

sendiri untuk mengelola berbagai kegiatan sosial yang dalam hal 

ini merupakan aplikasi dari kegiatan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. 

3. Bermitra dengan Pihak lain 

tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan dengan 

membangun kerjasama dengan pihak lain baik itu lembaga 

sosial/organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, instansi 

pendidikan, dll. Kerjasama ini dibangun dalam mengelola seluruh 

kegiatan maupun dalam pengelolaan dana.  

4. Bergabung dalam konsorsium 

Bergabung menjadi anggota ataupun mendukung sebuah lembaga 

sosial yang berbasis pada tujuan sosial. 

 

Salah satu model pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

diatas yang biasanya diterapkan oleh BUMN adalah model kemitraan. Semua 

BUMN disini Perum maupun Persero harus memiliki program kemitraan yang 

dinamakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang 

diperuntukkan untuk usaha kecil dan menengah dalam upaya pengembangan 

UMKM sekitar perusahaan.  

Model pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 

diterapkan oleh Unilever Indonesia berbeda dengan BUMN yaitu dengan 

membentuk Yayasan Unilever Indonesia, Yayasan Unilever Indonesia inilah yang 

akan berperan melaksankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya melalui 

keterlibatan langsung, tetapi ada beberapa model pelaksanaan yang dapat 

diterapkan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan.  

 

 

                                                             
40 Tri Budiono, op.cit , hlm. 117. 
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2.4.5 Lingkup Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 

Lingkup kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan seharusnya 

selaras dengan program-program pemerintah maupun sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat sekitarnya. Jika melihat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI), maka terdapat 5 

(lima) pogram, sebagai berikut:41  

1) Program Kesehatan Masyarakat

2) Program Pendidikan Masyarakat.

3) Program Ekonomi Masyarakat

4) Program Budaya

5) Program Hubungan dengan Masyarakat

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diterapkan oleh PT 

Aneka Tambang, terdapat beberapa program sebagai berikut:42 

1) Pengembangan komunitas yang didanai oleh anggaran operasional.

2) Program kemitraan melalui kolaborasi dengan para pelaku usaha

lokal.

3) Program pengembangan lingkungan yang pendanaannya diambil

dari keuntungan yang diperoleh.

4) Keterlibatan informal dari manajemen dan seluruh karyawan

dengan pemimpin dan anggota komunitas lokal berdasarkan

prinsip-prinsip saling menghormati.

Semua program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 

dilaksanakan oleh perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Program-program yang dilaksanakan diperuntukkan masyarakat 

sekitar perusahaan agar memperoleh manfaat jangka panjang. Program tanggung 

jawab sosial dan lingkungan diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar 

perusahaan dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lapangan 

pekerjaan. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilaksanakan 

berkelanjutan dan perkembangannya harus dapat diawasi oleh pihak terkait agar 

manfaat tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan secara maksimal. 

41 PT Freeport Indonesia, 2016, Laporan Investasi Sosial PTFI, hlm. 4, diunduh dalam 

https://ptfi.co.id/media/files/publication/599292e7d2078_2016_si_annual_review_final_-

_freeport_indonesia_ina.pdf, diakses pada tanggal 16 oktober 2017. 
42 A.B. Susanto, op.cit , hlm. 98. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab III, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Tanggung jawab Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang

pertambangan mineral dan batu bara yang tidak melaksanankan

tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu : pertama, perusahaan

tambang harus menyusun atau membuat  rencana induk

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tahunan sesuai

dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri

Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 41 Tahun 2016 tentang

Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral Dan Batu Bara; Kedua, Perusahaan tambang

yang telah melanggar kewajibannya harus mengganti kerugian sesuai

dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Pedata.

2. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh Masyarakat

lingkar tambang atas pelanggaran perusahaan tambang yang tidak

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Upaya

hukum yaitu sebagai berikut:

a) Upaya hukum administratif

Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan

oleh perusahaan tambang kepada pihak yang berwenaang

untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi

administratif  yaitu Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri.

Hal ini didasarkan pada Pasal 140 Ayat (3) dan Pasal 151 Ayat

(1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara.

b) Upaya hukum perdata
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Masyarakat lingkar tambang berhak mengajukan gugatan ke 

pengadilan negeri setempat atas kesalahan perusahaan 

tambang yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan . Hal ini  didasarkan pada Pasal 145 Ayat (1)  UU 

No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu 

Bara. 

4.2 Saran 

1. Hendaknya Pemerintah Pusat ( Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral ) dan Pemerintah Daerah ( Gubernur dan Walikota/Bupati) 

sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi, dapat bertindak tegas 

terhadap perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral 

dan batu bara yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. 

2. Hendaknya masyarakat lingkar tambang diberikan sosialisasi tentang 

adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan dan diajak untuk 

berpartisipasi dalam hal menyusun program induk maupun program 

tahunan tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga terdapat 

pengawasan secara langsung dari pihak masyarakat.  
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 40 TAHUN 2007 

TENTANG 
PERSEROAN TERBATAS 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang: 
a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan 
sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi 
perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era 
globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang 
mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia 
usaha yang kondusif; 

c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional 
perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun 
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; 

d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu 
diganti dengan undang-undang yang baru; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, 
dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. 

 
Mengingat: 
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
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1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang 
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. 
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta 

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun 
masyarakat pada umumnya. 

4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan 
yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris 
dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. 

5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 
dengan ketentuan anggaran dasar. 

6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara 
umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada 
Direksi. 

7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran 
umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal. 

8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan 
modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal. 

9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih 
untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan 
aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada 
Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan 
yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 

10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk 
meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum 
memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan 
hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 

11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang 
perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya 
pengendalian atas Perseroan tersebut. 

12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan 
usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum 
kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena 
hukum kepada satu Perseroan atau lebih. 

13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan 
dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal 
penerimaan. 

14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. 
15. Hari adalah hari kalender. 
16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi 

manusia. 
 

Pasal 2 
Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. 
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Pasal 3 
(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang 

dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi 
saham yang dimiliki. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: 
a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 
b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan 

itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; 
c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh Perseroan; atau 
d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara 

melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan 
Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. 

 
Pasal 4 

Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan lainnya. 
 

Pasal 5 
(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik 

Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. 
(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. 
(3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan 

akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap 
Perseroan. 

 
Pasal 6 

Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan 
dalam anggaran dasar. 
 

BAB II 
PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR 

PERSEROAN DAN PENGUMUMAN 
 

Bagian Kesatu 
Pendirian 

 
Pasal 7 

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam 
bahasa Indonesia. 

(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan. 
(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri 

mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. 
(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang 

dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan 
tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya 
kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. 

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang 
saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi 
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atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang 
berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. 

(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: 
a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau 
b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga 

penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang tentang Pasar Modal. 

 
Pasal 8 

(1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian 
Perseroan. 

(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: 
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan 

kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat 
lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan 
hukum dari pendiri Perseroan; 

b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; 

c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, 
dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. 

(3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat 
kuasa. 

 
Pasal 9 

(1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan 
permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara 
elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: 
a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; 
b. jangka waktu berdirinya Perseroan; 
c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 
d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; 
e. alamat lengkap Perseroan. 

(2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan 
pengajuan nama Perseroan. 

(3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 10 

(1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 
tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen 
pendukung. 

(2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

(3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan 
mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak 
berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. 

(4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan 
mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan 
beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. 

(5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan 
tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan 
wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. 

(6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara 
lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang 
pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. 

(7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal 
tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur. 

(8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). 

(9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya 
jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar 
karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. 

(10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi 
permohonan pengajuan kembali. 

 
Pasal 11 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau 
tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri. 
 

Pasal 12 
(1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang 

dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta 
pendirian. 

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta 
yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian. 

(3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta 
otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta 
otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. 

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak 
dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak 
mengikat Perseroan. 

 
Pasal 13 

(1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum 
didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS 
pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak 
dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau 
kuasanya. 

(2) RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka 
waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan 
hukum. 
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(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh 
pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui 
dengan suara bulat. 

(4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab 
secara pribadi atas segala akibat yang timbul. 

(5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila perbuatan 
hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum 
pendirian Perseroan. 

 
Pasal 14 

(1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, 
hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta 
semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara 
tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. 

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri 
atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum 
tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. 

(3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung 
jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum. 

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi 
tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua 
pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan. 

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus 
diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status 
badan hukum. 

 
Bagian Kedua 

Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar 
 

Paragraf 1 
Anggaran Dasar 

 
Pasal 15 

(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-
kurangnya: 
a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; 
b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 
c. jangka waktu berdirinya Perseroan; 
d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; 
e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap 

klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; 
f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 
g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 
h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris; 
i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. 

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat 
ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. 
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(3) Anggaran dasar tidak boleh memuat: 
a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan 
b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. 

 
Pasal 16 

(1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang: 
a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama 

Perseroan lain; 
b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; 
c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga 

internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; 
d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan 

maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri; 
e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak 

membentuk kata; atau 
f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata. 

(2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT". 
(3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan "Tbk". 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah 
 

Pasal 17 
(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah 

negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. 
(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat 

Perseroan. 
 

Pasal 18 
Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam 
anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Paragraf 2 
Perubahan Anggaran Dasar 

 
Pasal 19 

(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. 
(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam 

panggilan RUPS. 
 

Pasal 20 
(1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, 

kecuali dengan persetujuan kurator. 
(2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan 

persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. 
 

Pasal 21 
(1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. 
(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
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a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; 
b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 
c. jangka waktu berdirinya Perseroan; 
d. besarnya modal dasar; 
e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau 
f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. 

(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup 
diberitahukan kepada Menteri. 

(4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau 
dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. 

(5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat 
notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal keputusan RUPS. 

(6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas 
waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

(7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta 
notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. 

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi 
pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. 

(9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat 
diajukan atau disampaikan kepada Menteri. 

 
Pasal 22 

(1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu 
berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada 
Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan 
berakhir. 

(2) Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya 
Perseroan. 

 
Pasal 23 

(1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku 
sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran 
dasar. 

(2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku 
sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar 
oleh Menteri. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal 
Undang-Undang ini menentukan lain. 

 
Pasal 24 

(1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai 
Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut. 

(2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan 
pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal. 
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Pasal 25 

(1) Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan 
Terbuka mulai berlaku sejak tanggal: 
a. efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang 

pasar modal bagi Perseroan Publik; atau 
b. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan 

pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan 
penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang pasar modal. 

(2) Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham, 
Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan setelah tanggal persetujuan Menteri. 

 
Pasal 26 

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan 
berlaku sejak tanggal: 
a. persetujuan Menteri; 
b. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau 
c. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang 

ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan. 
 

Pasal 27 
Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (2) ditolak apabila: 
a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar; 
b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban 

umum, dan/atau kesusilaan; atau 
c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal. 
 

Pasal 28 
Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri 
mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan 
persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya. 
 

Bagian Ketiga 
Daftar Perseroan dan Pengumuman 

 
Paragraf 1 

Daftar Perseroan 
 

Pasal 29 
(1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri. 
(2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan 

yang meliputi: 
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu 

pendirian, dan permodalan; 
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b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; 
c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan 

badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); 
d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); 
e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan 

pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); 
f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta 

perubahan anggaran dasar; 
g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan 

Komisaris Perseroan; 
h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan 

tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri; 
i. berakhirnya status badan hukum Perseroan; 
j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang 

wajib diaudit. 
(3) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan 

pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal: 
a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas 

perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan; 
b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan 

persetujuan; atau 
c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan 

perubahan anggaran dasar. 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan 

alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pasar modal. 

(5) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri. 
 

Paragraf 2 
Pengumuman 

 
Pasal 30 

(1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia: 
a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (4); 
b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); 
c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu 
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan 
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB III 

MODAL DAN SAHAM 
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Bagian Kesatu 
Modal 

 
Pasal 31 

(1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham 
tanpa nilai nominal. 

 
Pasal 32 

(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
(2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah 

minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 33 

(1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. 

(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan 
dengan bukti penyetoran yang sah. 

(3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang 
ditempatkan harus disetor penuh. 

 
Pasal 34 

(1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk 
lainnya. 

(2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang 
ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. 

(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) 
Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian 
ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. 

 
Pasal 35 

(1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak 
dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga 
saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS. 

(2) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat 
dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan 
yang timbul karena: 
a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak 

berwujud yang dapat dinilai dengan uang; 
b. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar 

lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau 
c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan 

telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang 
yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan. 
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(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai 
dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan 
anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. 

 
Pasal 36 

(1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh 
Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh 
Perseroan. 

(2) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, 
atau hibah wasiat. 

(3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain 
yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perseroan. 

(4) Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan 
efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 

 
Bagian Kedua 

Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan 
 

Pasal 37 
(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan: 

a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan 
menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib 
yang telah disisihkan; dan 

b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai 
saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri 
dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki 
oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang 
ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal. 

(2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang 
bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum. 

(3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang 
saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh 
dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun. 

 
Pasal 38 

(1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau 
pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali 
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 

(2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah 
apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan 
persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. 

 
Pasal 39 

(1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui 
pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka waktu 
paling lama 1 (satu) tahun. 
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(2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 

(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik 
kembali oleh RUPS. 

 
Pasal 40 

(1) Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah 
atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak 
diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. 

(2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian dividen. 
 

Bagian Ketiga 
Penambahan Modal 

 
Pasal 41 

(1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. 
(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui 

pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 
paling lama 1 (satu) tahun. 

(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik 
kembali oleh RUPS. 

 
Pasal 42 

(1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan 
memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran 
dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. 

(2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal 
dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) 
bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu 
perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar 
dalam anggaran dasar. 

(3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada 
Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. 

 
Pasal 43 

(1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu 
ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk 
klasifikasi saham yang sama. 

(2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang 
klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah 
seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. 

(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran 
saham: 
a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; 
b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi 

saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau 
c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh 

RUPS. 
(4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak 

untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat 
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belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham 
yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga. 

 
Bagian Keempat 

Pengurangan Modal 
 

Pasal 44 
(1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan 

dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk 
perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran 
dasar. 

(2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka 
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. 

 
Pasal 45 

(1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan 
secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal 
dengan tembusan kepada Menteri. 

(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan 
yang diajukan. 

(3) Dalam hal Perseroan: 
a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan 
diterima; atau 

b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung 
sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditor dapat mengajukan 
gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
Perseroan. 

 
Pasal 46 

(1) Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus 
mendapat persetujuan Menteri. 

(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila: 
a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); 
b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau 
c. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 
 

Pasal 47 
(1) Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan 

cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham. 
(2) Penarikan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap saham 

yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang 
dapat ditarik kembali. 

(3) Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara 
seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham. 
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(4) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dengan 
persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi. 

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang 
pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari 
semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh 
keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut. 

 
Bagian Kelima 

Saham 
 

Pasal 48 
(1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. 
(2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan 

memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak 
dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan 
dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau 
anggaran dasar. 

 
Pasal 49 

(1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. 
(2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya 

pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
pasar modal. 

 
Pasal 50 

(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang 
memuat sekurang-kurangnya: 
a. nama dan alamat pemegang saham; 
b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan 

klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; 
c. jumlah yang disetor atas setiap saham; 
d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak 

gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal 
perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; 

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat (2). 

(2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan 
wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai 
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan 
dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. 

(3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham. 

(4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang 
saham. 
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(5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi 
Perseroan Terbuka. 

 
Pasal 51 

Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. 
 

Pasal 52 
(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: 

a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; 
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; 
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar 
pemegang saham atas nama pemiliknya. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi 
klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini. 

(4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. 
(5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham 

tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. 
 

Pasal 53 
(1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. 
(2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang 

sama. 
(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah 

satu di antaranya sebagai saham biasa. 
(4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain: 

a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; 
b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota 

Dewan Komisaris; 
c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan 

klasifikasi saham lain; 
d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih 

dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif 
atau nonkumulatif; 

e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu 
dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam 
likuidasi. 

 
Pasal 54 

(1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham. 
(2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali 

pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan 
nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 
1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis 
berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham. 

 
Pasal 55 
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Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 56 
(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. 
(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan 

secara tertulis kepada Perseroan. 
(3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak 

tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham 
kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. 

(4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri 
menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan 
susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut. 

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar 
modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 

 
Pasal 57 

(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, 
yaitu: 
a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi 

tertentu atau pemegang saham lainnya; 
b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau 
c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak 

atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan. 

 
Pasal 58 

(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih 
dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, 
dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan 
ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat 
menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. 

(2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

(3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang 
saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali. 

 
Pasal 59 

(1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ 
Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling 
lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima 
permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. 

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ 
Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui 
pemindahan hak atas saham tersebut. 

(3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak 
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan 
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dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 
persetujuan diberikan. 

 
Pasal 60 

(1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 52 kepada pemiliknya. 

(2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain 
dalam anggaran dasar. 

(3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan 
daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. 

(4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada 
pada pemegang saham. 

 
Pasal 61 

(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan 
negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa 
alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. 

 
Pasal 62 

(1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan 
harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang 
merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: 
a. perubahan anggaran dasar; 
b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 

50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau 
c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. 

(2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 
batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak 
ketiga. 

 
BAB IV 

RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN PENGGUNAAN LABA 
 

Bagian Kesatu 
Rencana Kerja 

 
Pasal 63 

(1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan 

Perseroan untuk tahun buku yang akan datang. 
 

Pasal 64 
(1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan 

Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. 
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(2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, 
rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris. 

 
Pasal 65 

(1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan. 

(2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya 
belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau 
peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Kedua 

Laporan Tahunan 
 

Pasal 66 
(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan 

Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan 
berakhir. 

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: 
a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang 

baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi 
dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, 
serta catatan atas laporan keuangan tersebut; 

b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; 
c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha 

Perseroan; 
e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris 

selama tahun buku yang baru lampau; 
f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 
g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi 

anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. 
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan 

standar akuntansi keuangan. 
(4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 67 

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh 
semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 
buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS 
untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. 

(2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak 
menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan 
harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi 
dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. 
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(3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak 
menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi 
alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. 

 
Pasal 68 

(1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk 
diaudit apabila: 
a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana 

masyarakat; 
b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; 
c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; 
d. Perseroan merupakan persero; 
e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai 

paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau 
f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan 
keuangan tidak disahkan oleh RUPS. 

(3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. 

(4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 
(satu) Surat Kabar. 

(5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS. 

(6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 69 

(1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas 
pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. 

(2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-
Undang ini dan/atau anggaran dasar. 

(3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, 
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab 
terhadap pihak yang dirugikan. 

(4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan 
karena kesalahannya. 

 
Bagian Ketiga 

Penggunaan Laba 
 

Pasal 70 
(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk 

cadangan. 
(2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. 
(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan 

mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan 
disetor. 
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(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian 
yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. 

 
Pasal 71 

(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS. 

(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali 
ditentukan lain dalam RUPS. 

(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan 
mempunyai saldo laba yang positif. 

 
Pasal 72 

(1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir 
sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. 

(2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila 
jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal 
ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. 

(3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu 
atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau 
mengganggu kegiatan Perseroan. 

(4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh 
persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3). 

(5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen 
interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. 

(6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian 
Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

 
Pasal 73 

(1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan 
untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. 

(2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan 
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. 

 
BAB V 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN 
 

Pasal 74 
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

internet
Highlight

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


www.hukumonline.com 
 

www.hukumonline.com 
 

 
BAB VI 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
 

Pasal 75 
(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, 

dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. 
(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan 

dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan 
mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. 

(3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua 
pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata 
acara rapat. 

(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. 
 

Pasal 76 
(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan 

kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. 
(2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham 

Perseroan dicatatkan. 
(3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah 

negara Republik Indonesia. 
(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang 

saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di 
manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan 
tersebut disetujui dengan suara bulat. 

 
Pasal 77 

(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga 
dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik 
lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara 
langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 

(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam 
anggaran dasar Perseroan. 

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan 
peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan 
risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. 

 
Pasal 78 

(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. 
(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah 

tahun buku berakhir. 
(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). 
(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan 

Perseroan. 
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Pasal 79 
(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) 

dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului 
pemanggilan RUPS. 

(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas 
permintaan: 
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu 

persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali 
anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau 

b. Dewan Komisaris. 
(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat 

Tercatat disertai alasannya. 
(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang 

saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. 
(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima 

belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. 
(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5), 
a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau 
b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b. 
(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. 

(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. 

(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan 
dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini 
sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak 
menentukan lain. 

 
Pasal 80 

(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang 
meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan 
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan 
pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. 

(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau 
Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila 
pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon 
mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. 

(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga 
ketentuan mengenai: 
a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, 

jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang 
persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai 
dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; 
dan/atau 
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b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam 
RUPS. 

(4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat 
membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai 
kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. 

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat 
sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. 

(6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi. 

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka 
dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan 
persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang pasar modal. 

 
Pasal 81 

(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan 
RUPS. 

(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua 
pengadilan negeri. 

 
Pasal 82 

(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari 
sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan 
tanggal RUPS. 

(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat 
Kabar. 

(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai 
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor 
Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS 
diadakan. 

(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada 
pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta. 

(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS 
tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS 
dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. 

 
Pasal 83 

(1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan 
pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. 

 
Pasal 84 

(1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar 
menentukan lain. 

(2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: 
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a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; 
b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung 

atau tidak langsung; atau 
c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung 

atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan. 
 

Pasal 85 
(1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri 

RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari 

saham tanpa hak suara. 
(3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk 

seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa 
kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan 
suara yang berbeda. 

(4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan 
Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan 
tidak berlaku untuk rapat tersebut. 

(6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan 
memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar Perseroan. 

(7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal. 

 
Pasal 86 

(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau 
anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. 

(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan 
pemanggilan RUPS kedua. 

(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah 
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. 

(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan 
jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih 
besar. 

(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, 
Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk 
RUPS ketiga. 

(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan 
dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang 
telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. 

(7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) 
hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. 

(9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari 
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya 
dilangsungkan. 
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Pasal 87 

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) 
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran 
dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang 
lebih besar. 

 
Pasal 88 

(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili 
dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian 
dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran 
dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. 

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat 
diselenggarakan RUPS kedua. 

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan 
jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling 
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar 
menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS 
yang lebih besar. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan 
ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum 
kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga 
bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang pasar modal. 

 
Pasal 89 

(1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, 
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu 
berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili 
dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) 
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum 
kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang 
lebih besar. 

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat 
diadakan RUPS kedua. 

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan 
jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh 
paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali 
anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan 
pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan 
ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum 
kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku 
juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal. 
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Pasal 90 

(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua 
rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta 
RUPS. 

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS 
tersebut dibuat dengan akta notaris. 

 
Pasal 91 

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat 
semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani 
usul yang bersangkutan. 
 

BAB VII 
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 

 
Bagian Kesatu 

Direksi 
 

Pasal 92 
(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perseroan. 
(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-
Undang ini dan/atau anggaran dasar. 

(3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. 
(4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola 

dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, 
atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. 

(5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan 
wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. 

(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas 
dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. 

 
Pasal 93 

(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap 
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 
pengangkatannya pernah: 
a. dinyatakan pailit; 
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau 
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau 

yang berkaitan dengan sektor keuangan. 
(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi 

kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan 
dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. 

 
Pasal 94 
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(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. 
(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta 

pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. 
(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. 
(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian 

anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. 
(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota 

Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan 
pemberhentian tersebut. 

(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan 
pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota 
Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. 

(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi 
wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam 
daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal keputusan RUPS tersebut. 

(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri 
menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada 
Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan. 

(9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang 
disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri. 

 
Pasal 95 

(1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan 
Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. 

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi 
lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota 
Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri 
untuk dicatat dalam daftar Perseroan. 

(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota 
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap 
mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan. 

(4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan 
menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota 
Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 97 dan Pasal 104. 

 
Pasal 96 

(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan 
keputusan RUPS. 

(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada 
Dewan Komisaris. 

(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. 

 
Pasal 97 

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
92 ayat (1). 
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(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota 
Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. 

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan 
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota 
Direksi. 

(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: 
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan 

dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas 

tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu 
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan 
gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau 
kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. 

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain 
dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. 

 
Pasal 98 

(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 
(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili 

Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. 
(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, 
anggaran dasar, atau keputusan RUPS. 

(4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan 
ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan. 

 
Pasal 99 

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: 
a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang 

bersangkutan; atau 
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan 

Perseroan. 
(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili 

Perseroan adalah: 
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan 

Perseroan; 
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan 

kepentingan dengan Perseroan; atau 
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan 

Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 
 

Pasal 100 
(1) Direksi Wajib: 
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a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat 
Direksi; 

b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen 
keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang 
Dokumen Perusahaan; dan 

c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya. 

(2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan. 

(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang 
saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan 
risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan 
perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain. 

 
Pasal 101 

(1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki 
anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan 
lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. 

(2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian 
Perseroan tersebut. 

 
Pasal 102 

(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: 
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau 
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; 
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan 
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan 
kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka 
waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan 
pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai 
pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. 

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap 
mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. 

(5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS 
untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 103 

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau 
kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu 
sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. 
 

Pasal 104 
(1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada 

pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi 
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ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang. 

(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau 
kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan 
dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung 
jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. 

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi 
yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 
(lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. 

(4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: 
a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh 

tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan; 

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas 
tindakan pengurusan yang dilakukan; dan 

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. 
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi 

Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga. 
 

Pasal 105 
(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan 

menyebutkan alasannya. 
(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. 
(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu 
tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum 
diambil keputusan pemberhentian. 

(4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. 

(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak: 
a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 
b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); 
c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1); atau 
d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 
Pasal 106 

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan 
menyebutkan alasannya. 

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara 
tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. 

(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 
ayat (1). 

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian 
sementara harus diselenggarakan RUPS. 
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(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan 
diberi kesempatan untuk membela diri. 

(6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. 
(7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang 

bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. 
(8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, 
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. 

(9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 

 
Pasal 107 

Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai: 
a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi; 
b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan 
c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh 

anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara. 
 

Bagian Kedua 
Dewan Komisaris 

 
Pasal 108 

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan 
pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat 
kepada Direksi. 

(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 

(3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. 
(4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan 

setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan 
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. 

(5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola 
dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat 
atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan 
Komisaris. 

 
Pasal 109 

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai 
Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. 

(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli 
syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. 

(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan 
nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan 
prinsip syariah. 

 
Pasal 110 

(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang 
cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 
pengangkatannya pernah: 
a. dinyatakan pailit; 
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b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah 
menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau 

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau 
yang berkaitan dengan sektor keuangan. 

(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi 
kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan 
dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. 

 
Pasal 111 

(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. 
(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam 

akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. 
(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat 

kembali. 
(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian 

anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan 
Komisaris. 

(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota 
Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan 
pemberhentian tersebut. 

(6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan 
pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian 
mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. 

(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan 
Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat 
dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. 

(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri 
menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya 
yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi. 

 
Pasal 112 

(1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota 
Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. 

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus 
mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan 
dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar 
Perseroan. 

(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya 
batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab anggota 
Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 114 dan Pasal 115. 

 
Pasal 113 

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris 
ditetapkan oleh RUPS. 
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Pasal 114 
(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 108 ayat (1) 
(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung 

jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perseroan. 

(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian 
Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, 
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng 
bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 

(5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: 
a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan 

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 
b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas 

tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan 
c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya 

kerugian tersebut. 
(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu 

persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota 
Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada 
Perseroan ke pengadilan negeri. 

 
Pasal 115 

(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam 
melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan 
kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat 
kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut 
bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. 

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan 
Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit 
diucapkan. 

(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan 
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan: 
a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk 

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 
c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas 

tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan 
d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan. 

 
Pasal 116 

Dewan Komisaris wajib: 
a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; 
b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya 

pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan 
c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 

yang baru lampau kepada RUPS. 
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Pasal 117 

(1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris 
untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan 
hukum tertentu. 

(2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, 
perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan 
hukum tersebut beritikad baik. 

 
Pasal 118 

(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan 
tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. 

(2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan 
tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan 
mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. 

 
Pasal 119 

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 
mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris. 
 

Pasal 120 
(1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris 

independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. 
(2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan 

keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota 
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. 

(3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan 
Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. 

(4) Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan 
dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan 
tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi. 

 
Pasal 121 

(1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan 
Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota 
Dewan Komisaris. 

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. 
 

BAB VIII 
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN 

 
Pasal 122 

(1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau 
meleburkan diri berakhir karena hukum. 

(2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan 
likuidasi terlebih dahulu. 

(3) Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


www.hukumonline.com 
 

www.hukumonline.com 
 

a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih 
karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan 
hasil Peleburan; 

b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena 
hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau 
Perseroan hasil Peleburan; dan 

c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum 
terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku. 

 
Pasal 123 

(1) Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun 
rancangan Penggabungan. 

(2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-
kurangnya: 
a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan 

Penggabungan; 
b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan 

persyaratan Penggabungan; 
c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri 

terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan; 
d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan 

apabila ada; 
e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang 

meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan 
Penggabungan; 

f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan 
melakukan Penggabungan; 

g. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; 

h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan 
karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri; 

i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri 
terhadap pihak ketiga; 

j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan 
Perseroan; 

k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan 
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima 
Penggabungan; 

l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan; 
m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap 

Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; 
n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan 

yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan 
o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang 

mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan. 
(3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat 

persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing 
untuk mendapat persetujuan. 

(4) Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan 
dalam Undang-Undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi 
Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang pasar modal. 

 
Pasal 124 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan 
yang akan meleburkan diri. 
 

Pasal 125 
(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan 

dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari 
pemegang saham. 

(2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. 
(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang 

mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut. 
(4) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi 

sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan 
RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan 
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 

(5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih 
menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan 
yang akan diambil alih. 

(6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan 
persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang 
memuat sekurang-kurangnya: 
a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan 

Perseroan yang akan diambil alih; 
b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi 

Perseroan yang akan diambil alih; 
c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk 

tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang 
akan diambil alih; 

d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih 
terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan 
saham; 

e. jumlah saham yang akan diambil alih; 
f. kesiapan pendanaan; 
g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah 

Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia; 

h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan; 
i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan 

karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih; 
j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu 

pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi 
Perseroan; 

k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada. 
(7) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku. 
(8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan 

ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham 
dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain. 
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Pasal 126 

(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib 
memperhatikan kepentingan: 
a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; 
b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan 
c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. 

(2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, 
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62. 

(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses 
pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. 

 
Pasal 127 

(1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan 
sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89. 

(2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau 
Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat 
Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan 
melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka 
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa 
pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, 
Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman 
sampai tanggal RUPS diselenggarakan. 

(4) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 
14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai 
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan 
tersebut. 

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak 
mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, 
Pengambilalihan, atau Pemisahan. 

(6) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal 
diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus 
disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. 

(7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, 
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan. 

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) 
mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang 
dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 125. 

 
Pasal 128 

(1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah 
disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau 
Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. 

(2) Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib 
dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. 

(3) Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta 
pendirian Perseroan hasil Peleburan. 

 
Pasal 129 
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(1) Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada: 
a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau 
b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). 
(2) Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta 

Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. 
 

Pasal 130 
Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan 
Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (4). 
 

Pasal 131 
(1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian 

pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (3). 

(2) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, 
salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian 
pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham. 

 
Pasal 132 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku juga bagi Penggabungan, 
Peleburan, atau Pengambilalihan. 
 

Pasal 133 
(1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan 

wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau 
lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
berlakunya Penggabungan atau Peleburan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari 
Perseroan yang sahamnya diambil alih. 

 
Pasal 134 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 

Pasal 135 
(1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara: 

a. Pemisahan murni; atau 
b. Pemisahan tidak murni. 

(2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh 
aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih 
yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir 
karena hukum. 

(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan 
sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain 
atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut 
tetap ada. 
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Pasal 136 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Pasal 137 
Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka. 
 

BAB IX 
PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN 

 
Pasal 138 

(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data 
atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: 
a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham 

atau pihak ketiga; atau 
b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang 

merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. 
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan 

permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kedudukan Perseroan. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh: 
a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu 

persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; 
b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar 

Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan 
permohonan pemeriksaan; atau 

c. kejaksaan untuk kepentingan umum. 
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon 

terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan 
Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut. 

(5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau 
permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus 
didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. 

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak 
menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan 
lain. 

 
Pasal 139 

(1) Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 138. 

(2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan 
apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak 
dilakukan dengan itikad baik. 

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan 
pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan 
pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan. 

(4) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan 
akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan 
kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui. 
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(6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib 
memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. 

(7) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah 
dilakukan. 

 
Pasal 140 

(1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 
kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam 
penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung 
sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut. 

(2) Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon 
dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari 
terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima. 

 
Pasal 141 

(1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri 
menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan. 

(2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan. 
(3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebankan penggantian 

seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. 

 
BAB X 

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN 
 

Pasal 142 
(1) Pembubaran Perseroan terjadi: 

a. berdasarkan keputusan RUPS; 
b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; 
c. berdasarkan penetapan pengadilan; 
d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk 
membayar biaya kepailitan; 

e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan 
insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau 

f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan 
likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan 
b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk 

membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. 
(3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang 

ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan 
berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi 
bertindak selaku likuidator. 

(4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian 
kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
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(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota 
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung 
renteng. 

(6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, 
kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku 
bagi likuidator. 

 
Pasal 143 

(1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum 
sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS 
atau pengadilan. 

(2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroan dicantumkan kata "dalam 
likuidasi" di belakang nama Perseroan. 

 
Pasal 144 

(1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling 
sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat 
mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. 

(2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89. 

(3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. 
 

Pasal 145 
(1) Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan 

yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. 
(2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya 

Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator. 
(3) Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka 

waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. 
 

Pasal 146 
(1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas: 

a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum 
atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-
undangan; 

b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum 
dalam akta pendirian; 

c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan 
Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. 

(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. 
 

Pasal 147 
(1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran 

Perseroan, likuidator wajib memberitahukan: 
a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara 

mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara 
Republik Indonesia; dan 

b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa 
Perseroan dalam likuidasi. 

(2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: 
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a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya; 
b. nama dan alamat likuidator; 
c. tata cara pengajuan tagihan; dan 
d. jangka waktu pengajuan tagihan. 

(3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

(4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib 
dilengkapi dengan bukti: 
a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan 
b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a. 
 

Pasal 148 
(1) Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. 
(2) Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian 
yang diderita pihak ketiga. 

 
Pasal 149 

(1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam 
proses likuidasi meliputi pelaksanaan: 
a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan; 
b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai 

rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; 
c. pembayaran kepada para kreditor; 
d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan 
e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. 

(2) Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan 
Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan 
perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan 
alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan. 

(3) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi 
dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal 
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

(4) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, 
kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 
60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan. 

 
Pasal 150 

(1) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan 
ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 
tanggal penolakan. 

(2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri 
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1). 

(3) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam 
hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. 
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(4) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan 
terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri 
memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah 
dibagikan kepada pemegang saham. 

(5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah 
tagihan. 

 
Pasal 151 

(1) Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, 
ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator 
lama. 

(2) Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang 
bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya. 

 
Pasal 152 

(1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas 
likuidasi Perseroan yang dilakukan. 

(2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang 
dilakukan. 

(3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses 
likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada 
likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang 
ditunjuknya. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang 
pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas. 

(5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama 
Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) dipenuhi. 

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan 
hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan. 

(7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim 
pengawas. 

(8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
BAB XI 
BIAYA 

 
Pasal 153 

Ketentuan mengenai biaya untuk: 
a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan; 
b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan; 
c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar; 
d. memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan; 
e. pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan 
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f. memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan 
atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

BAB XII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 154 

(1) Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini jika tidak diatur lain dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 

(2) Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan 
Undang-Undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam 
Undang-Undang ini. 

 
Pasal 155 

Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan 
kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang tentang Hukum Pidana. 
 

Pasal 156 
(1) Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli 

pemantauan hukum Perseroan. 
(2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: 

a. pemerintah; 
b. pakar/akademisi; 
c. profesi; dan 
d. dunia usaha. 

(3) Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diperoleh 
atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta 
memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli 
diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 157 
(1) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan 

anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam 
daftar perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang ini. 

(2) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau 
anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada 
saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini. 

(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-
undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib 
menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

(4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas 
permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. 
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Pasal 158 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan 
dengan ketentuan Undang-Undang ini. 
 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 159 

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru 
berdasarkan Undang-Undang ini. 
 

Pasal 160 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 161 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 

Disahkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 16 Agustus 2007 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 

Diundangkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 16 Agustus 2007 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 
Ttd. 

ANDI MATTALATTA 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 106 
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PENJELASAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 40 TAHUN 2007 
TENTANG 

PERSEROAN TERBATAS 
 
I. UMUM 

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-
undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha 
yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-
undangan yang berasal dari zaman kolonial. 
Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang 
tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan 
ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang 
begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan 
masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan 
dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate 
governance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas. 
Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik 
berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan 
ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di 
dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang 
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 
Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, 
Undang-Undang ini mengatur tata cara: 
1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; 
2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar; 
3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran 

dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data 
lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan 
hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual 
dalam keadaan tertentu. 

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa 
permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat 
dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. 
Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang 
telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan 
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. 
Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan 
pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang 
ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. 
Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, 
dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut 
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan 
perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan 
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melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media 
elektronik lainnya. 
Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi 
dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan 
komisaris utusan. 
Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-
Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. 
Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi 
serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. 
Dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu 
terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Namun, modal dasar 
Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 
sedangkan kewajiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai 
pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap 
dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli 
kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini 
menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib 
apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. 
Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang 
bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, 
dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya 
hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, 
dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan 
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan 
tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan 
diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan 
kepatutan dan kewajaran. 
Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak 
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang 
bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan 
berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam 
Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli 
pemantauan hukum perseroan yang tugasnya memberikan masukan kepada Menteri 
berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, keanggotaan tim ahli 
tersebut terdiri atas berbagai unsur baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan 
dunia usaha. 
Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka 
Undang-Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih 
memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas. 
 

Pasal 2 
Cukup jelas. 
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Pasal 3 
Ayat (1) 

Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya 
bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi 
harta kekayaan pribadinya. 

Ayat (2) 
Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas 
tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. 
Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya 
kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi 
pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-
mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d 

 
Pasal 4 

Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas 
kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate 
governance) dalam menjalankan Perseroan. 
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, 
termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, 
peraturan lembaga keuangan. 
Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku 
adalah Undang-Undang ini. 
 

Pasal 5 
Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. 
Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, 
antara lain dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi. 
 

Pasal 6 
Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus 
disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 35 (tiga 
puluh lima) tahun, dan seterusnya. 
Demikian juga apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan 
secara tegas dalam anggaran dasar. 
 

Pasal 7 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia 
maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. 
Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini 
bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, 
karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Dalam hal Peleburan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri masuk 
menjadi modal Perseroan hasil Peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham 
sehingga pendiri dari Perseroan hasil Peleburan adalah Perseroan yang meleburkan diri dan 
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nama pemegang saham dari Perseroan hasil Peleburan adalah nama pemegang saham dari 
Perseroan yang meleburkan diri. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham 
adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut. 
Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan untuk kepentingan 
umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, 
dan/atau pemangku kepentingan (stake holder) lainnya. 

Ayat (7) 
Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan 
tersendiri. 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk 
Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang 
tentang Badan Usaha Milik Negara. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

 
Pasal 8 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan 
pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan 
oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga 
negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan 
hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang 
mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan 
tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. 
Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan 
hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain certificate of 
incorporation. 
Dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan Peraturan 
Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang 
penyertaan daerah dalam Perseroan. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “mengambil bagian saham” adalah jumlah saham yang 
diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian Perseroan. 
Apabila ada penyetoran yang melebihi nilai nominal sehingga menimbulkan selisih 
antara nilai yang sebenarnya dibayar dengan nilai nominal, selisih tersebut dicatat 
dalam laporan keuangan sebagai agio. 

Ayat (3) 
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Cukup jelas. 
 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum” adalah 
jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan 
hukum Perseroan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 10 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “langsung” dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan 
dengan saat pengajuan permohonan diterima. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Yang dimaksud dengan “tanda tangan secara elektronik” adalah tanda tangan yang 
dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang 
membuktikan keotentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat 
yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer. 

Ayat (7) 
Lihat penjelasan ayat (3). 

Ayat (8) 
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak dikenakan biaya tambahan. 

Ayat (9) 
Cukup jelas. 

Ayat (10) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Dalam ketentuan ini “perbuatan hukum” yang dimaksud, antara lain perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh calon pendiri dengan pihak lain yang akan diperhitungkan dengan 
kepemilikan dan penyetoran saham calon pendiri dalam Perseroan. 
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Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “dilekatkan” adalah penyatuan dokumen yang dilakukan dengan 
cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan akta 
pendirian. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 13 

Ayat (1) 
Ketentuan ini mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk mengalihkan kepada 
Perseroan hak dan/atau kewajiban yang timbul dari perbuatan calon pendiri yang dibuat 
sebelum Perseroan didirikan melalui penerimaan secara tegas atau pengambilalihan hak 
dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum dimaksud. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 14 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum atas nama Perseroan” adalah perbuatan hukum, 
baik yang menyebutkan Perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun 
menyebutkan Perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota Direksi tidak dapat 
melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan 
hukum, tanpa persetujuan semua pendiri, anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan 
Komisaris. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat 
Perseroan” adalah tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara 
pribadi dan Perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan 
pendiri tersebut. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “dihadiri” adalah dihadiri sendiri ataupun diwakilkan berdasarkan 
surat kuasa. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 15 

Ayat (1) 
Huruf a 
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Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Lihat penjelasan Pasal 6. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Cukup jelas. 
Huruf h 

Yang dimaksud dengan “tata cara pengangkatan” adalah termasuk prosedur 
pemilihan, antara lain pemilihan secara lisan atau dengan surat tertutup dan pemilihan 
calon secara perseorangan atau paket. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 16 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Dalam hal tidak ada tulisan singkatan “Tbk”, berarti Perseroan itu berstatus tertutup. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 17 

Ayat (1) 
Ketentuan pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan Perseroan mempunyai tempat 
kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota 
atau kabupaten dari desa dan kecamatan tersebut. Contoh: PT A bertempat kedudukan di 
desa Bojongsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 18 

Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan. 
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Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai 
maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut 
tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. 
 

Pasal 19 
Cukup jelas. 
 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Persetujuan kurator dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan perubahan anggaran 
dasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya penolakan oleh 
kurator sehingga berakibat keputusan perubahan anggaran dasar menjadi batal. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 21 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Lihat penjelasan Pasal 6. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Perubahan anggaran dasar dari status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan 
Terbuka atau sebaliknya meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar 
sehingga persetujuan Menteri diberikan atas perubahan seluruh anggaran dasar 
tersebut. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “harus dinyatakan dengan akta notaris” adalah harus dalam bentuk 
akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Ayat (9) 
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Dalam hal permohonan tetap diajukan, Menteri wajib menolak permohonan atau 
pemberitahuan tersebut. 

 
Pasal 22 

Ayat (1) 
Ketentuan pada ayat ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (7). 
Contoh: 
Perseroan didirikan untuk 50 (lima puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 15 
November 2007 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila 
jangka waktu berdirinya Perseroan akan diperpanjang, permohonan persetujuan perubahan 
anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu tersebut harus sudah diajukan 
kepada Menteri paling lambat tanggal 15 September 2007. 
Dalam hal RUPS telah mengambil keputusan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut 
pada tanggal 1 Agustus 2007 dan telah dinyatakan dalam akta Notaris pada tanggal 7 
Agustus 2007, pengajuan permohonan kepada Menteri harus diajukan paling lambat 7 
September 2007. 
Dalam hal RUPS untuk perpanjangan jangka waktu tersebut diadakan pada tanggal 20 
Agustus 2007, perpanjangan jangka waktu tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris 
dan diajukan permohonannya kepada Menteri paling lambat pada tanggal 15 September 
2007 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 23 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “Undang-Undang ini menentukan lain” adalah, antara lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang ini yang mengatur 
adanya persyaratan yang harus dipenuhi sebelum berlakunya Keputusan Menteri atau 
adanya tanggal kemudian yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri, yang memuat syarat 
tunda yang harus dipenuhi lebih dahulu atau tanggal kemudian. 

 
Pasal 24 

Cukup jelas. 
 

Pasal 25 
Cukup jelas. 
 

Pasal 26 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan” adalah tanggal setelah tanggal 
persetujuan Menteri. 

Huruf c 
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Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau 
akta Pengambilalihan” adalah tanggal yang telah disepakati oleh para pihak dan merupakan 
tanggal setelah tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh 
Menteri. 

 
Pasal 27 

Cukup jelas. 
 

Pasal 28 
Cukup jelas. 
 

Pasal 29 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “perubahan data Perseroan” adalah antara lain data tentang 
pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, 
pembubaran Perseroan. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 30 

Cukup jelas. 
 

Pasal 31 
Cukup jelas. 
 

Pasal 32 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu”, antara lain usaha perbankan, asuransi, 
atau freight forwarding. 

Ayat (3) 
Ketentuan pada ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan 
perekonomian. 
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Pasal 33 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah”, antara lain bukti setoran pemegang 
saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang 
telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan 
Dewan Komisaris. 

Ayat (3) 
Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara 
mengangsur. 

 
Pasal 34 

Ayat (1) 
Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup 
kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun 
benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima 
oleh Perseroan. 
Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan 
nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap 
perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut. 

Ayat (2) 
Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak 
tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan 
karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. 
Yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafiliasi” adalah ahli yang tidak mempunyai: 
a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik 

secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan 
Komisaris, atau pemegang saham dari Perseroan; 

b. hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota 
Direksi atau Dewan Komisaris; 

c. hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; 
dan/atau 

d. saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih. 
Ayat (3) 

Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam Surat 
Kabar, adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang 
berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut 
sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik 
penyetor. 

 
Pasal 35 

Ayat (1) 
Diperlukannya persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk 
menegaskan bahwa hanya dengan persetujuan RUPS dapat dilakukan kompensasi karena 
dengan disetujuinya kompensasi, hak didahulukan pemegang saham lainnya untuk 
mengambil saham baru dengan sendirinya dilepaskan. 

Ayat (2) 
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Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, bunga dan denda yang terutang sekalipun telah jatuh 
waktu dan harus dibayar karena secara nyata tidak diterima oleh Perseroan, tidak dapat 
dikompensasikan sebagai setoran saham. 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pihak yang menjadi penanggung atau 
penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sehingga 
mempunyai hak tagih terhadap Perseroan. 

Huruf c 
Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kewajiban pembayaran utang oleh 
Perseroan dalam kedudukannya sebagai penanggung atau penjamin menjadi hapus 
hak tagih kreditor dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan oleh 
Perseroan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 36 

Ayat (1) 
Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka 
kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi 
kepastian, Pasal ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk 
dimiliki sendiri. 
Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (cross holding)yang terjadi 
apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki 
saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila Perseroan pertama memiliki 
saham pada Perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada satu “Perseroan antara” atau 
lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama. 
Pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan Perseroan pertama 
atas saham pada Perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu “Perseroan antara” atau 
lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama. 

Ayat (2) 
Kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan saham oleh Perseroan sendiri atau 
pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut 
diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat oleh karena dalam 
hal ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain 
sehingga tidak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Pasar Modal. 

 
Pasal 37 

Ayat (1) 
Pembelian kembali saham Perseroan tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali 
apabila saham tersebut ditarik kembali. 
Huruf a 
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Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah seluruh harta kekayaan Perseroan 
dikurangi seluruh kewajiban Perseroan sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang 
disahkan oleh RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Ketentuan jangka waktu 3 (tiga) tahun pada ayat ini dimaksudkan agar Perseroan dapat 
menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara 
pengurangan modal. 

 
Pasal 38 

Cukup jelas. 
 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah penentuan tentang saat, cara pembelian 
kembali saham, dan jumlah saham yang akan dibeli kembali, tetapi tidak termasuk hal-hal 
yang menjadi tugas Direksi dalam pembelian kembali saham, seperti melakukan 
pembayaran, menyimpan surat saham, dan mencatatkan dalam daftar pemegang saham. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 40 

Cukup jelas. 
 

Pasal 41 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “modal Perseroan” adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan 
modal disetor. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” pada ayat ini adalah penentuan saat, cara, dan 
jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh 
RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam penambahan modal, 
seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 42 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “jumlah saham dengan hak suara” adalah jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 
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Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar” adalah 
kuorum yang ditetapkan dalam anggaran dasar lebih tinggi daripada kuorum yang 
ditentukan pada ayat ini. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 43 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan”, antara 
lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (employee stocks option program) 
Perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “reorganisasi dan/atau restrukturisasi”, antara lain 
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, kompensasi piutang, atau Pemisahan. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “jangka waktu 14 (empat belas) hari” termasuk batas waktu bagi 
pemegang saham untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak 
menggunakan haknya. 

 
Pasal 44 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “pengurangan modal” adalah pengurangan modal dasar, modal 
ditempatkan, dan modal disetor. 
Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor dapat terjadi dengan cara menarik 
kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus atau dengan cara menurunkan nilai 
nominal saham. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 45 

Cukup jelas. 
 

Pasal 46 
Cukup jelas. 
 

Pasal 47 
Ayat (1) 

“Penarikan kembali saham” berarti saham tersebut ditarik dari peredaran dalam rangka 
pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “penarikan kembali saham” adalah penarikan kembali saham yang 
mengakibatkan penghapusan saham tersebut dari peredaran. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


www.hukumonline.com 
 

www.hukumonline.com 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 48 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan 
saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan 
undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di 
bidang tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi Perseroan di bidang 
perbankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi Perseroan di 
bidang energi dan pertambangan. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham”, misalnya 
hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan 
suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan. 

 
Pasal 49 

Cukup jelas. 
 

Pasal 50 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “jumlah yang disetor” adalah paling sedikit sama dengan 
jumlah nilai nominal saham. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “daftar khusus” adalah salah satu sumber informasi mengenai 
besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
pada Perseroan yang bersangkutan atau Perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan 
yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. 
Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah istri atau suami dan anak-anaknya. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 
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Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “tidak mengatur lain” adalah bukan berarti tidak diadakan kewajiban 
untuk menyusun daftar pemegang saham dan daftar khusus bagi Perseroan Terbuka, tetapi 
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dapat menentukan kriteria data yang 
harus dimasukkan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. 

 
Pasal 51 

Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan 
kebutuhan. 
 

Pasal 52 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Berdasarkan ketentuan ini, para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak 
atas 1 (satu) saham menurut kehendaknya sendiri. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 53 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “klasifikasi saham” adalah pengelompokan saham berdasarkan 
karakteristik yang sama. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “saham biasa” adalah saham yang mempunyai hak suara untuk 
mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan 
pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan 
menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. 
Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang 
saham klasifikasi lain. 

Ayat (4) 
Bermacam-macam klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut 
masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan 
dari 2 (dua) klasifikasi atau lebih. 

 
Pasal 54 

Ayat (1) 
Pecahan saham hanya dimungkinkan apabila diatur dalam anggaran dasar. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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Pasal 55 
Cukup jelas. 
 

Pasal 56 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun 
akta bawah tangan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada 
Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan 
karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 57 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “peralihan hak karena hukum”, antara lain peralihan hak karena 
kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan. 

 
Pasal 58 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “hanya berlaku 1 (satu) kali” adalah anggaran dasar Perseroan tidak 
boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan 
kepada pihak ketiga. 

 
Pasal 59 

Cukup jelas. 
 

Pasal 60 
Ayat (1) 

Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada 
pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Ketentuan ini dimaksudkan agar Perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat 
mengetahui mengenai status saham tersebut. 

Ayat (4) 
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Ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak 
suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat 
diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang 
agunan. 

 
Pasal 61 

Ayat (1) 
Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan 
tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi 
akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 62 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah kekayaan bersih menurut neraca 
terbaru yang disahkan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 63 

Cukup jelas. 
 

Pasal 64 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” 
adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana 
kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja 
disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya. 
Demikian juga, apabila peraturan perundang-undangan menentukan bahwa rencana kerja 
harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, maka anggaran dasar tidak 
dapat menentukan bahwa rencana kerja cukup disampaikan oleh Direksi kepada Dewan 
Komisaris atau RUPS. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 65 

Cukup jelas. 
 

Pasal 66 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “laporan kegiatan Perseroan” adalah termasuk laporan 
tentang hasil atau kinerja Perseroan. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan “rincian masalah” adalah termasuk sengketa atau perkara 
yang melibatkan Perseroan. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “standar akuntansi keuangan” adalah standar yang ditetapkan oleh 
Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 67 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “penandatanganan laporan tahunan” adalah bentuk 
pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan 
tugasnya. 
Dalam hal laporan keuangan Perseroan diwajibkan diaudit oleh akuntan publik, laporan 
tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah 
diaudit. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “alasan secara tertulis” adalah agar RUPS dapat menggunakannya 
sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan 
tersebut. 
Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memberikan alasan, antara lain 
karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi 
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 68 

Ayat (1) 
Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit 
timbul dari sifat Perseroan yang bersangkutan. 
Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan 
dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. 
Demikian juga halnya dengan Perseroan yang untuk pembiayaannya mengharapkan dana 
dari pasar modal. 
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Huruf a 
Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau 
mengelola dana masyarakat”, antara lain bank, asuransi, reksa dana. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “surat pengakuan utang”, antara lain obligasi. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Maksud pengumuman tersebut adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan kepada 
masyarakat. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 69 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari 
aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris 
mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan Perseroan. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 70 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi 
pajak. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” adalah laba bersih Perseroan dalam tahun 
buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku 
sebelumnya. 

Ayat (3) 
Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud 
pada ayat (1) adalah cadangan wajib. Cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib 
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disisihkan oleh Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan 
kerugian Perseroan pada masa yang akan datang. 
Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya 
yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. 
Sedangkan yang dimaksud dengan “cadangan lainnya” adalah cadangan di luar cadangan 
wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan 
usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya. 
Ketentuan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan 
disetor dinilai sebagai jumlah yang layak untuk cadangan wajib. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 71 

Ayat (1) 
Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan 
kewajaran. 
Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih 
digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau 
pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, 
serta bonus untuk karyawan. 
Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan 
dan diperhitungkan sebagai biaya. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “seluruh laba bersih” adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun 
buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku 
sebelumnya. 

Ayat (3) 
Dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup 
akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat 
membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif. 

 
Pasal 72 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Contoh dividen interim yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut. 
Dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. 
Perseroan menderita kerugian dan tidak mempunyai saldo laba positif sehingga tidak ada 
dividen yang dibagikan. Oleh karena itu, yang harus dikembalikan adalah Rp1.000,00 
(seribu rupiah) per saham. 
Seandainya Perseroan menderita kerugian, tetapi Perseroan mempunyai laba ditahan 
(retained earning) dan saldo laba positif hingga, misalnya RUPS menetapkan dividen 
sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham. Oleh karena, itu saham yang harus 
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dikembalikan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikurangi Rp200,00 (dua ratus rupiah) 
berarti Rp800,00 (delapan ratus rupiah). 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 73 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Pengambilan dividen yang dimaksud adalah jumlah nominal dividen tidak termasuk bunga. 

Ayat (3) 
Jumlah dividen yang tidak diambil dan menjadi hak Perseroan dibukukan dalam pos 
pendapatan lain-lain dari Perseroan. 

 
Pasal 74 

Ayat (1) 
Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, 
seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 
Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber 
daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan 
sumber daya alam. 
Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan 
dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak 
memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi 
kemampuan sumber daya alam. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang terkait. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 75 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk 
memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak 
pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang 
saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk 
melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (4), serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah 
panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4). 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 
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Pasal 76 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” adalah RUPS 
harus diadakan di wilayah negara Republik Indonesia. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 77 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani 
secara fisik atau secara elektronik. 

 
Pasal 78 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar 
biasa. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 79 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS”, antara 
lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah 
ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan 
berakhir. 

Ayat (4) 
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Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 
Ayat (8) 

Cukup jelas. 
Ayat (9) 

Cukup jelas. 
Ayat (10) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 80 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan 
tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS” adalah khusus berlaku untuk RUPS 
ketiga, sedangkan untuk RUPS pertama dan RUPS kedua ketentuan kuorum kehadiran dan 
persyaratan pengambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 atau anggaran dasar Perseroan. 
Yang dimaksud dengan “bentuk RUPS” adalah RUPS tahunan atau RUPS lainnya. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa 
atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. 
Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda. 

Ayat (7) 
Upaya hukum yang dimungkinkan apabila penetapan pengadilan menolak permohonan 
adalah hanya upaya hukum kasasi dan tidak dimungkinkan peninjauan kembali. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 81 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh 
Dewan Komisaris, antara lain dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6), dalam hal Direksi berhalangan atau 
terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan. 
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Pasal 82 

Ayat (1) 
“Jangka waktu 14 (empat belas) hari” adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. 
Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat 
dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang ini. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 83 

Ayat (1) 
Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham 
mengusulkan kepada Direksi untuk penambahan acara RUPS. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 84 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “kecuali anggaran dasar menentukan lain” adalah apabila anggaran 
dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak 
menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan 
mempunyai satu hak suara. 

Ayat (2) 
Dengan ketentuan ini saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, baik 
langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam 
penentuan kuorum. 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “dikuasai sendiri” adalah dikuasai baik karena hubungan 
kepemilikan, pembelian kembali maupun karena gadai. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

 
Pasal 85 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
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Ketentuan pada ayat ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang 
diakui dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, suara yang berbeda (split voting) tidak 
dibenarkan. 
Bagi Perseroan Terbuka suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau 
perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) 
bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat ini. 

Ayat (4) 
Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota 
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, 
tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak 
mengeluarkan suara. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 86 

Ayat (1) 
Penyimpangan atas ketentuan pada ayat ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan 
Undang-Undang ini. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil 
daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang ini. 

Ayat (2) 
Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian 
ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak 
dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diadakan 
pemanggilan RUPS yang kedua. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS harus tetap dibuka dan 
kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua 
tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan 
permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga. 

Ayat (6) 
Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang 
mewakili ketua. 

Ayat (7) 
Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa 
atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Ayat (9) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 87 

Ayat (1) 
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Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah hasil kesepakatan yang 
disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian” adalah bahwa usul 
dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang 
dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara 
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang 
mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon 
mendapatkan suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian. 

 
Pasal 88 

Cukup jelas. 
 

Pasal 89 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan 
pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar” adalah lebih besar daripada yang 
ditetapkan pada ayat ini, tetapi tidak lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat (1). 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 90 

Ayat (1) 
Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang 
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan 
kebenaran isi risalah RUPS tersebut. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 91 

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul 
keputusan yang diedarkan (circular resolution). 
Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan 
diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua 
pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. 
Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan 
hukum yang sama dengan keputusan RUPS. 
 

Pasal 92 
Ayat (1) 

Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi 
pengurusan sehari-hari dari Perseroan. 

Ayat (2) 
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Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat “ adalah kebijakan yang, antara 
lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha 
yang sejenis. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Direksi sebagai organ Perseroan yang melakukan pengurusan Perseroan memahami 
dengan jelas kebutuhan pengurusan Perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak 
menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sudah sewajarnya 
penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri. 

 
Pasal 93 

Ayat (1) 
Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah 
berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah 
menyebabkan Perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani 
hukuman. 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan “sektor keuangan”, antara lain lembaga keuangan bank dan 
nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan 
pengelolaan dana masyarakat. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota 
Direksi yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi 
yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2). 

 
Pasal 94 

Ayat (1) 
Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak 
lain. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu”, dimaksudkan 
anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan 
jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. 
Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, 
maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan 
tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat 
kembali oleh RUPS. 
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Yang dimaksud dengan “perubahan anggota Direksi” termasuk perubahan karena 
pengangkatan kembali anggota Direksi. 

Ayat (8) 
Yang dimaksud dengan “permohonan” adalah permohonan persetujuan perubahan 
anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). 
Yang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah pemberitahuan perubahan anggaran dasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan pemberitahuan tentang data Perseroan 
lainnya yang wajib diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
ini. 

Ayat (9) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 95 

Ayat (1) 
Pengangkatan anggota Direksi batal karena hukum sejak diketahuinya pelanggaran 
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 oleh anggota Direksi lainnya 
atau Dewan Komisaris berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang 
bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “anggota Direksi lainnya” adalah anggota Direksi di luar anggota 
Direksi yang pengangkatannya batal dan mempunyai wewenang mewakili Direksi sesuai 
dengan anggaran dasar. Jika tidak terdapat anggota Direksi yang demikian itu, yang 
melaksanakan pengumuman adalah Dewan Komisaris. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 96 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi” adalah besarnya gaji 
dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 97 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 
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Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan 
saksama dan tekun. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau 
berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi 
mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain 
melalui forum rapat Direksi. 

Ayat (6) 
Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk 
melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan. 

Ayat (7) 
Gugatan yang diajukan Dewan Komisaris adalah dalam rangka tugas Dewan Komisaris 
melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, 
untuk mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama 
dengan anggota Direksi lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut tidak terbatas 
hanya dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan. 

 
Pasal 98 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Undang-Undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-
tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, 
anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud “tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang”, misalnya RUPS tidak 
berwenang memutuskan bahwa Direksi di dalam mengagunkan atau mengalihkan sebagian 
besar aset Perseroan cukup dengan persetujuan Dewan Komisaris atau persetujuan RUPS 
dengan kuorum kurang dari 3/4 (tiga perempat). 
Yang dimaksud “tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar”, misalnya anggaran 
dasar menentukan untuk peminjaman uang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), 
Direksi harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. 
RUPS tidak berwenang mengambil keputusan bahwa untuk peminjaman uang di atas 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Direksi harus memperoleh persetujuan Dewan 
Komisaris tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan anggaran dasar tersebut. 
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Pasal 99 

Cukup jelas. 
 

Pasal 100 
Ayat (1) 

Huruf a 
Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50. 
Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan 
diputuskan dalam setiap rapat. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “dokumen Perseroan lainnya”, antara lain risalah rapat 
Dewan Komisaris, perizinan Perseroan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 101 

Setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan 
Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 
(2). 
Yang dimaksud dengan “keluarganya“, lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2). 
 

Pasal 102 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kekayaan Perseroan” adalah semua barang baik bergerak maupun 
tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan. 
Yang dimaksud dengan “dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama 
lain maupun tidak” adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan 
dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen). 
Penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku 
sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS. 

Ayat (2) 
Berbeda dari transaksi pengalihan kekayaan, tindakan transaksi penjaminan utang 
kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dibatasi jangka 
waktunya, tetapi harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan Perseroan yang masih dalam 
penjaminan dalam kurun waktu tertentu. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan, 
misalnya penjualan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antarbank, 
dan penjualan barang dagangan (inventory) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan 
dagang. 

Ayat (4) 
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Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 103 
Yang dimaksud “kuasa” adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan 
dalam surat kuasa. 
 

Pasal 104 
Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang. 
 

Pasal 105 
Ayat (1) 

Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan 
yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan 
Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Pembelaan diri dalam ketentuan ini dilakukan secara tertulis. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 106 

Ayat (1) 
Mengingat pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk 
pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, Dewan Komisaris 
sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian 
sementara. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
RUPS didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan oleh organ Perseroan yang 
memberhentikan sementara tersebut. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


www.hukumonline.com 
 

www.hukumonline.com 
 

Cukup jelas. 
Ayat (9) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 107 
Huruf a 

Tata cara pengunduran diri anggota Direksi yang diatur dalam anggaran dasar dengan 
pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu 
tertentu. Dengan lampaunya kurun waktu tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan 
berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

 
Pasal 108 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan 
Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan 
Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri 
dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak 
sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan 
Dewan Komisaris. 

Ayat (5) 
Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, 
Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan 
Terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih 
besar karena menyangkut kepentingan masyarakat. 

 
Pasal 109 

Cukup jelas. 
 

Pasal 110 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Lihat penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf c. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota 
Dewan Komisaris yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari 
instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2). 

 
Pasal 111 

Cukup jelas. 
 

Pasal 112 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “anggota Dewan Komisaris lainnya” adalah anggota Dewan 
Komisaris di luar anggota Dewan Komisaris yang pengangkatannya batal. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 113 

Cukup jelas. 
 

Pasal 114 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai 
dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena 
pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut ikut 
bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 115 

Cukup jelas. 
 

Pasal 116 
Huruf a 

Risalah rapat Dewan Komisaris memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan 
dalam rapat tersebut. 
Yang dimaksud dengan “salinannya” adalah salinan risalah rapat Dewan Komisaris karena 
asli risalah tersebut dipelihara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100. 
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Huruf b 
Setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib juga dilaporkan. 
Yang dimaksud dengan “keluarganya”, lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2). 

Huruf c 
Laporan Dewan Komisaris mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2). 

 
Pasal 117 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah memberikan persetujuan secara 
tertulis dari Dewan Komisaris. 
Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi 
dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. 
Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam 
melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan 
pengurusan. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan” adalah perbuatan 
hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan 
anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak 
beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan 
tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

 
Pasal 118 

Ayat (1) 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk 
melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada. 
Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu”, antara lain keadaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 119 

Cukup jelas. 
 

Pasal 120 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of 
good corporate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar”. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 121 

Ayat (1) 
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Yang dimaksud dengan “komite”, antara lain komite audit, komite remunerasi, dan komite 
nominasi. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 122 

Cukup jelas. 
 

Pasal 123 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang 
menggabungkan diri serta harga wajar saham dari Perseroan yang menerima 
Penggabungan untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka 
konversi saham. 

Huruf d 
Rancangan perubahan anggaran dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai 
bagian dari usulan apabila Penggabungan tersebut menyebabkan adanya perubahan 
anggaran dasar. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan “3 (tiga) tahun buku terakhir dari Perseroan” adalah yang 
keseluruhannya mencakup 36 (tiga puluh enam) bulan. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Cukup jelas. 

Huruf l 
Cukup jelas. 

Huruf m 
Cukup jelas. 

Huruf n 
Cukup jelas. 

Huruf o 
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Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “Perseroan tertentu” adalah Perseroan yang mempunyai bidang 
usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. 
Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain Bank Indonesia untuk Penggabungan 
Perseroan perbankan. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 124 

Cukup jelas. 
 

Pasal 125 
Ayat (1) 

Pengambilalihan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “pihak yang akan mengambil alih” adalah Perseroan, badan hukum 
lain yang bukan Perseroan, atau orang perseorangan. 

Ayat (6) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang 
diambil alih serta harga wajar saham penukarnya untuk menentukan perbandingan 
penukaran saham dalam rangka konversi saham. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
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Cukup jelas. 
Huruf j 

Cukup jelas. 
Huruf k 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Pengambilalihan saham Perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu 
didahului dengan membuat rancangan Pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui 
perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang 
saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 126 

Ayat (1) 
Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau 
Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. 
Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus 
juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk 
yang merugikan masyarakat. 

Ayat (2) 
Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau 
Pemisahan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga 
wajar saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 123 ayat (2) 
huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 127 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang 
bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika 
mereka merasa kepentingannya dirugikan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 
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Pasal 128 
Cukup jelas. 
 

Pasal 129 
Cukup jelas. 
 

Pasal 130 
Cukup jelas. 
 

Pasal 131 
Cukup jelas. 
 

Pasal 132 
Cukup jelas. 
 

Pasal 133 
Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah 
dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. 
Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak tanggal: 
a. persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan; 
b. pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan 
anggaran dasar; dan 

c. pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan dalam hal terjadi Peleburan. 
 

Pasal 134 
Cukup jelas. 
 

Pasal 135 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pemisahan tidak murni” lazim disebut spin off. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” adalah beralih berdasarkan titel umum 
sehingga tidak diperlukan akta peralihan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 136 

Cukup jelas. 
 

Pasal 137 
Cukup jelas. 
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Pasal 138 
Ayat (1) 

Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, pemohon telah 
meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang 
dibutuhkannya. Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan 
tersebut, ketentuan ini memberikan upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 139 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang 
akan diperiksa. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “semua dokumen” adalah semua buku, catatan, dan surat yang 
berkaitan dengan kegiatan Perseroan. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 140 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada ayat ini, pemohon dapat menentukan sikap 
lebih lanjut terhadap Perseroan. 

 
Pasal 141 

Ayat (1) 
Dalam menetapkan biaya pemeriksaan bagi pemeriksa, ketua pengadilan negeri 
mendasarkannya atas tingkat keahlian pemeriksa dan batas kemampuan Perseroan serta 
ruang lingkup Perseroan. 

Ayat (2) 
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Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Pembebanan penggantian biaya dimaksud ditetapkan oleh pengadilan dengan 
memperhatikan hasil pemeriksaan. 

 
Pasal 142 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan “dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan 
Perseroan melakukan likuidasi” adalah ketentuan yang tidak memungkinkan 
Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya 
izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian. 

Ayat (2) 
Berbeda dari bubarnya Perseroan sebagai akibat Penggabungan dan Peleburan yang tidak 
perlu diikuti dengan likuidasi, bubarnya Perseroan berdasarkan ketentuan ayat (1) harus 
selalu diikuti dengan likuidasi. 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “likuidasi yang dilakukan oleh kurator” adalah likuidasi yang 
khusus dilakukan dalam hal Perseroan bubar berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf e. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan. 
Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan 
terhadapnya adalah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. 

 
Pasal 143 

Ayat (1) 
Karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, Perseroan dapat 
dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator. 
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Pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu 
Perseroan harus dilikuidasi. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 144 

Cukup jelas. 
 

Pasal 145 
Cukup jelas. 
 

Pasal 146 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara 
lain: 
a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun 

atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan 
kepada instansi pajak; 

b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya 
walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat 
diadakan RUPS; 

c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa 
sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) 
kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) 
saham; atau 

d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan 
kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan 
usahanya. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 147 

Ayat (1) 
Penghitungan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak tanggal: 
a. pembubaran oleh RUPS karena Perseroan dibubarkan oleh RUPS; atau 
b. penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

Perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Penghitungan jangka waktu 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal pengumuman 
pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir, misalnya pengumuman dalam Surat 
Kabar tanggal 1 Juli 2007, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 
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Juli 2007, maka tanggal pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada tanggal 3 
Juli 2007. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 148 

Cukup jelas. 
 

Pasal 149 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “dalam rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi”, 
termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayarannya. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan ‘tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan 
pemberesan kekayaan”, antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang 
Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 150 

Cukup jelas. 
 

Pasal 151 
Cukup jelas. 
 

Pasal 152 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “likuidator bertanggung jawab” adalah likuidator harus memberikan 
laporan pertanggungjawaban atas likuidasi yang dilakukan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
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Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 
Ayat (8) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 153 
Cukup jelas. 
 

Pasal 154 
Ayat (1) 

Pada dasarnya terhadap Perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar 
modal, misalnya Perseroan Terbuka atau bursa efek berlaku ketentuan dalam Undang-
Undang ini. Namun, mengingat kegiatan Perseroan tersebut mempunyai sifat tertentu yang 
berbeda dari Perseroan pada umumnya, perlu dibuka kemungkinan adanya pengaturan 
khusus terhadap Perseroan tersebut. 
Pengaturan khusus dimaksud, antara lain mengenai sistem penyetoran modal, hal yang 
berkaitan dengan pembelian kembali saham Perseroan, dan hak suara serta 
penyelenggaraan RUPS. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “asas hukum Perseroan” adalah asas hukum yang berkaitan 
dengan hakikat Perseroan dan Organ Perseroan. 

 
Pasal 155 

Cukup jelas. 
 

Pasal 156 
Cukup jelas. 
 

Pasal 157 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum 
berdasarkan peraturan perundang-undangan” adalah Perseroan yang berstatus badan 
hukum yang didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 158 

Berdasarkan ketentuan ini, kepemilikan saham oleh Perseroan lain tersebut harus sudah dialihkan 
kepada pihak lain yang tidak terkena larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. 
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Pasal 159 
Cukup jelas. 
 

Pasal 160 
Cukup jelas. 
 

Pasal 161 
Cukup jelas. 
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